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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Maret 2021 mengangkat laporan utama mengenai 
polemik tentang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Harapannya, arah 
politik hukum UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awal pembentukannya. 
Undang-undang ini harusnya mampu untuk memberikan perlindungan 
bagi masyarakat dalam mengakses dan bertransaksi di internet. Bukannya 
malah menjadi alat untuk merepresi kebebasan berpendapat masyarakat.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang efek penurunan 
suku bunga acuan (BI 7-Days Reverse Repo Rate / BI-7DRRR). Meski 
suku bunga acuan turun, namun suku bunga yang dipatok oleh perbankan 
belum menunjukkan pola yang seirama. Dengan demikian, upaya BI untuk 
mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional menjadi terhambat 
Selain itu, kami membahas tentang analisis reformasi kebijakan restriksi 
impor gula di Indonesia. 

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang konflik di internal 
Partai Demokrat. Permasalahan yang terjadi di Partai Demokrat menambah 
catatan konflik internal partai politik di Indonesia pasca reformasi. Selain 
itu, kami juga membahas tentang revisi UU ITE yang lebih fokus pada 
tren ketimpangan relasi kuasa antara pelapor dan terlapor. Selanjutnya, 
kami membahas tentang kasus pemutusan akses informasi di Myanmar di 
tengah gejolak politik yang terjadi di negara tersebut. Jika ditelaah lebih 
jauh, ditemukan beberapa tren yang sebetulnya mirip dengan apa yang 
sempat terjadi di Indonesia. 

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang evaluasi implementasi 
program Kartu Prakerja berdasarkan sebaran dan kemanfaatannya. Selain 
itu, kami membahas tentang penyelenggaraan rekrutmen Aparatur Sipil 
Negara (ASN) tahun 2021. Penyelenggaraan rekrutmen ASN perlu diiringi 
dengan sejumlah langkah antisipatif dan strategis di tengah pandemi  
COVID-19. Selanjutnya, kami membahas tentang pelayanan publik 
bagi kaum disabilitas di masa pandemi COVID-19. Kemudian, kami juga 
membahas tentang komitmen negara dalam perlindungan korban kekerasan 
seksual. 

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan 
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun 
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bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen 
masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk 
mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang 
kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, 
serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia. 

Selamat membaca.
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Salah Arah Implementasi UU ITE
  

Bergulirnya wacana untuk melakukan revisi terhadap Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) menjadi sebuah kabar yang melegakan. 
Selama ini, jerat pemidanaan dalam implementasi UU ITE seringkali 
menyasar orang-orang yang keliru. Oleh karena itu, langkah konkret 
memang harus dilakukan untuk dapat mengembalikan arah haluan 
UU ITE ke jalur yang seharusnya.

Gerak cepat terlihat pasca dibentuknya Tim Kajian UU ITE. 
Niat awal pemerintah untuk dapat menyusun sebuah kajian 
komprehensif agar mampu memetakan pasal bermasalah dalam 
UU ITE patut untuk diapresiasi. Namun, langkah ini bisa saja hanya 
menjadi pepesan kosong di tengah centang-perenangnya proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Keterbatasan akses bagi masyarakat mendapatkan informasi 
mengenai proses pembentukan sebuah undang-undang menjadi 
hal yang dianggap lumrah terjadi. Beberapa regulasi hukum baru 
maupun perubahan yang dibentuk sepanjang tahun 2019-2020 
menjadi contoh sulitnya publik untuk mendapatkan akses informasi 
hingga untuk memberikan masukan. Padahal, Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan telah menegaskan bahwa sebuah rancangan 
undang-undang harus mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini 
bertujuan agar membuka ruang yang luas untuk melakukan dialog 
dan menampung setiap masukan dari masyarakat. Namun, dalam 
pembahasan beberapa undang-undang, seperti revisi UU KPK 
tahun 2019 dan UU Cipta Kerja tahun 2020, ruang dialog tersebut 
sengaja ditutup dengan rapat. Perihal yang sama jangan sampai 
kembali terjadi dalam proses perubahan UU ITE.

Pidato Presiden Joko Widodo tentang pasal multitafsir dalam 
UU ITE yang disampaikan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri 
di Istana Negara (15/2) harus kembali ditelaah. Secara umum, 

Laporan Utama
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Presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan empat hal 
terkait undang-undang tersebut. Pertama, memerintahkan kepada 
kepolisian untuk lebih selektif dalam menerima laporan terkait 
dengan UU ITE. Kedua, membuat pedoman interpretasi resmi 
terkait dengan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir. Ketiga, 
meningkatkan pengawasan oleh kepolisian agar implementasinya 
dapat dilakukan dengan konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. 
Keempat, kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, maka 
pemerintah bersama dengan DPR akan merevisi UU ITE.

Berdasarkan pernyataan Presiden tersebut, merevisi pasal yang 
dapat menimbulkan multitafsir (pasal karet) dalam UU ITE bukan 
merupakan pilihan utama. Walaupun Presiden menekankan bahwa 
permasalahan UU ITE terletak pada pasal-pasal karet yang dapat 
diinterpretasikan secara sepihak, namun ia masih memberikan 
beberapa alternatif pilihan yang dapat disalahartikan oleh para 
menteri yang akan membahas undang-undang tersebut. Misalnya 
dengan memerintahkan membuat pedoman interpretasi yang 
akhirnya ditindaklanjuti dengan pembentukan sebuah tim kajian.

Melalui Keputusan Menkopolhukam Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Tim Kajian UU ITE, dibentuk dua sub tim kajian khusus 
untuk membedah dan meluruskan pasal-pasal yang selama ini 
digunakan untuk mempidana seseorang. Perintah untuk melibatkan 
akademisi, praktisi, tenaga ahli, aktivis, hingga korban UU ITE 
dapat menjadi pintu masuk untuk memperlihatkan keadaan objektif 
yang diakibatkan oleh pasal-pasal karet dalam undang-undang 
ini. Namun, permasalahan muncul pada saat upaya pembuatan 
pedoman interpretasi tanpa didahului dengan mengubah ketentuan 
yang terdapat dalam UU ITE.

Secara umum, ilmu perundang-undangan tidak mengenal istilah 
“pedoman interpretasi hukum” yang dibuat oleh cabang kekuasaan 
eksekutif. Selain tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-
undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, metode interpretasi 
atau penafsiran undang-undang harusnya hanya digunakan untuk 
melakukan penemuan hukum.

Paul Scholten (1875), seorang teoretisi hukum di Belanda, 
menjelaskan bahwa proses penemuan hukum dapat dilakukan 
baik melalui penafsiran hukum atau interpretasi. Hal ini penting 
dilakukan dalam proses penegakan hukum dengan mengandalkan 
penggunaan logika dan penilaian yang memasuki ranah pemberian 
makna (Susanto, 2005). Karena pada saat menghadapi sebuah 

Laporan Utama
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peristiwa konkret, harus dilakukan penafsiran terhadap ketentuan 
normatif dalam undang-undang.

UUD 1945 menegaskan tentang hak untuk melakukan penafsiran 
terhadap undang-undang maupun aturan yang berada di bawahnya 
hanya berada di ranah peradilan. Seperti dalam Pasal 24A ayat (1) 
UUD 1945 yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung 
untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang. Sedangkan, kewenangan untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan 
oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. 

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada 
metode interpretasi dan metode konstruksi hukum atau penalaran. 
Interpretasi hukum dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan 
undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada 
sebuah peristiwa konkret (Sutiyoso, 2012). Dengan demikian, 
hakim diharuskan untuk menggunakan penalaran hukum pada saat 
melakukan sebuah penafsiran, tidak hanya bergantung pada metode 
interpretasi.

Oleh karena itu, terdapat kekeliruan pada logika hukum yang 
digunakan oleh pemerintah yang ingin menyusun sebuah 
pedoman interpretasi hukum UU ITE. Tindakan pemerintah 
yang melewati garis batas ketentuan dalam konstitusi dapat 
memicu penyalahgunaan kekuasaan. Pasal 5 ayat (1) memberikan 
kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-
undang kepada DPR. Oleh karena itu, langkah yang harusnya 
diambil oleh pemerintah terkait pasal-pasal multitafsir dalam UU 
ITE adalah dengan melakukan revisi. Membuat sebuah pedoman 
dari undang-undang yang bermasalah hanya akan memperpanjang 
kekeliruan dalam menyusun aturan pelaksananya.

Proses penataan regulasi hukum harus dilakukan secara sistematis 
dari hulu ke hilir. Aturan pelaksana terkait UU ITE dapat 
dituangkan ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Presiden, 
hingga peraturan menteri, tetapi dengan syarat, pasal-pasal yang 
dianggap multitafsir diubah atau dicabut dari UU ITE. Memberikan 
penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut seperti yang terdapat di 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 
ITE ternyata tidak mampu memutus rantai pemidanaan. 

Arah Politik Hukum UU ITE

Tujuan awal pembentukan UU ITE dapat kita lacak pada rumusan 
materi muatan regulasi dalam Naskah Akademik (NA) Undang-

Laporan Utama
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Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada bagian 
latar belakang dijelaskan tentang perkembangan dunia digital 
menimbulkan masalah-masalah keperdataan baru, yaitu dengan 
munculnya transaksi e-commerce yang telah menjadi bagian dari 
perniagaan nasional dan internasional. Pada bagian penjelasan UU 
ITE juga ditegaskan bahwa dalam kegiatan yang dilakukan melalui 
media sistem elektronik, meskipun bersifat virtual, tetap dapat 
dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. 
Selain perlindungan dalam melakukan transaksi ekonomi secara 
virtual, UU ITE juga berupaya untuk melindungi data dan informasi 
pengguna, karena hal tersebut merupakan bentuk implementasi 
hukum nasional terhadap konvensi internasional. 

Namun, perkembangan implementasi UU ITE malah bergeser pada 
jenis tindak pidana yang tidak berhubungan dengan perlindungan 
terhadap informasi dan transaksi elektronik. Bahkan pemidanaan 
lebih sering dilakukan dengan menggunakan pasal yang tidak diadopsi 
dari konvensi internasional. Salah satunya adalah pencemaran nama 
baik (defamasi) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Gambar 1. Kasus Pidana Terkait UU ITE Tahun 2011-2018

Sumber: SAFEnet, (2019), “Persoalan UU ITE dan Praktik Pelanggaran Hak 
Digital di Indonesia”.

Hingga bulan Oktober 2020, SAFEnet mencatat 324 kasus pidana 
terkait UU ITE. Sebanyak 209 orang dijerat dengan Pasal 27 ayat 
(3) tentang pencemaran nama baik (kontan.co.id, 2020). Padahal, 
pada tahun 2016 beberapa pasal bermasalah tersebut telah dicoba 
untuk dikaji ulang melalui mekanisme pembahasan di DPR. Setelah 
proses revisi ini rampung, ternyata pasal-pasal yang tidak mampu 
memberikan perlindungan dan kepastian hukum tersebut tak 
kunjung dicabut.

Laporan Utama
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
UU ITE hanya menambahkan penjelasan terhadap beberapa pasal 
dalam undang-undang tersebut. Akar permasalahan dalam UU ITE 
adalah beberapa nomenklatur pada pasal-pasalnya yang multitafsir, 
sehingga penegak hukum menjadi tidak memiliki pilihan selain 
memproses tiap perkara terkait ITE.

Tabel 1. Perbandingan Perubahan UU ITE Sebelum dan 
Setelah Perubahan

Laporan Utama
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Sumber: Dari berbagai sumber dan diolah penulis, 2021.

Laporan Utama
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Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan 
UU ITE ternyata 
tidak dijadikan alat 
untuk menyapu pasal 
karet dan multitafsir. 
Sebaliknya, revisi UU 
ITE dijadikan medium 
untuk menambah 
ketentuan baru yang 
sama bermasalahnya 
dan justru makin 
menjauhkan undang-
undang ini dari tujuan 
awal pembentukannya.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa UU ITE hasil perubahan 
tidak memberikan pengaturan yang lebih baik dari sebelumnya. 
Seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang defamasi 
dan seringkali digunakan untuk mempidana pengkritik pemerintah 
hanya diberikan tambahan pada bagian penjelasan. Padahal, 
bagian bermasalah pada pasal tersebut bukan hanya pada tataran 
implementasinya saja, namun juga pada perumusan frasa dalam 
pasal tersebut. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat adalah 
dengan menghapus pasal tersebut, bukan hanya memberikan tafsir 
yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah.

Revisi terhadap UU ITE juga melahirkan tiga ketentuan baru yang 
menambah daftar pasal karet yang dijadikan sebagai senjata untuk 
merepresi dan membatasi hak untuk mendapatkan informasi. Seperti 
internet shutdown yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi 
dan Informatika di Papua dan Papua Barat pada bulan September 
2019. Pasal 40 ayat 2a dan 2b yang memberikan kewenangan 
kepada pemerintah untuk melakukan hal tersebut telah keluar dari 
domain cabang kekuasaan eksekutif. 

Dalam hal ini, kewenangan untuk melakukan tafsir terhadap muatan 
informasi seharusnya dilakukan oleh pengadilan. Bahkan, untuk 
melakukan pemutusan jaringan internet yang merupakan tindakan 
eksekutorial yang harus didahului dengan putusan pengadilan.

Arah politik hukum UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awal 
pembentukannya. Undang-undang ini harusnya mampu untuk 
memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses 
dan bertransaksi di internet. Bukannya malah menjadi alat untuk 
merepresi kebebasan berpendapat masyarakat.

Pemerintah tidak harus repot untuk menyusun sebuah pedoman 
implementasi yang bukan merupakan kewenangannya. Untuk itu, 
sangts penting bagi Pemerintah bersama dengan DPR untuk kembali 
berembuk dan menyepakati penghapusan pasal-pasal multitafsir 
dalam UU ITE melalui revisi. Hal ini penting mengignat implementasi 
atas revisi UU ITE yang pernah dilakukan sebelumnya tidak mampu 
memutus pasal karet dan menjerat lebih banyak korban.

- Hemi Lavour Febrinandez  -

Laporan Utama
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Melihat Efek Bunga Acuan Bank Indonesia
  

Genap satu tahun sudah Indonesia berjuang keras untuk mengurangi 
penyebaran pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Sedikit 
demi sedikit upaya tersebut membuahkan hasil, meski banyak 
pihak yang memproyeksikan bahwa pandemi ini baru dapat di atasi 
hingga akhir tahun 2023. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan 
masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Secara makro, 
Indonesia resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. 
Berbagai kebijakan telah disiapkan untuk mengembalikan 
perekonomian Indonesia seperti sediakala, baik dari Pemerintah 
melalui Kementerian Keuangan maupun dari Bank Indonesia (BI). 
Secara umum, tulisan ini lebih fokus pada kebijakan moneter yang 
dikeluarkan oleh BI dan transmisinya di sektor riil. 

Pasca merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia, BI 
terus mengirimkan sinyal responsif dan positif untuk memacu 
pertumbuhan ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi bukan tugas 
utama BI, BI tetap menunjukkan keprihatinannya. Respons positif 
yang dikeluarkan BI diharapkan dapat menularkan optimisme yang 
semakin meningkat dari seluruh pelaku ekonomi untuk tetap percaya 
diri dalam menghadapi situasi saat ini (Kuncoro, 2020). Salah satu 
respons positif yang dikeluarkan BI adalah penurunan suku bunga 
acuan (BI 7-Days Reverse Repo Rate / BI-7DRRR). Februari kemarin, 
BI-7DRRR sudah berada di level 3,5 persen. Jika diakumulasi, BI 
telah memangkas BI-7DRRR 225 basis poin (bps) sejak bulan Juli 
2019 (Kontan.co.id, 2021).

Diwacanakan BI tidak akan melakukan penurunan suku bunga lagi, 
sehingga level bunga acuan 3,5 persen menjadi level bunga terendah 
yang dapat BI tetapkan pada era pelonggaran kebijakan moneter. 
Menurut logika BI, pemotongan suku bunga acuan akan menurunkan 
suku bunga deposito, yang selanjutnya akan menekan suku bunga 
pinjaman. Penurunan suku bunga kredit akan mengurangi biaya 
modal bagi perusahaan untuk berinvestasi. Putaran berikutnya, 

Ekonomi
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konsumsi, dan aktivitas investasi akan meningkat. Babak final akan 
berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional (Putri, 
2016).

Efek Bunga Acuan

Namun, pada tataran praktis menurut catatan BI menunjukkan 
bahwa sejak bulan Juni 2019 penurunan suku bunga dasar kredit 
(SBDK) perbankan secara rata-rata baru turun 116 bps. Praktis, 
hal ini menyebabkan spread SBDK BI-7DRRR cenderung melebar 
dari 5,27 persen pada Juni 2019 menjadi 6,36 persen per bulan 
Desember 2020. Alhasil, meski suku bunga acuan turun, namun 
sektor riil tetap tidak bergerak karena suku bunga yang ditetapkan 
oleh perbankan cenderung bersikap lamban. Selain itu, upaya BI 
untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi menjadi tersendat akibat 
pelaku perbankan yang cenderung defensif dalam menurunkan suku 
bunga acuannya. 

Di dalam tataran teoritis, efektifitas penurunan bunga acuan dalam 
menekan suku bunga bank sangat bergantung pada derajat pass-
through suku bunga (Kuncoro, 2017). Selanjutnya, derajat pass-
through dalam suku bunga itu sendiri mengukur seberapa responsif 
bank dalam menetapkan suku bunga. Dalam hal pass-through 
yang sempurna, penurunan BI-7DRRR akan diimbangi dengan 
penurunan suku bunga bank dengan pengurangan proporsional 
dalam jumlah penurunan BI-7DRRR. Dengan kata lain, kecepatan 
dan pemenuhan pass-through dari suku bunga acuan ke pasar uang 
dan perbankan merupakan pendorong transmisi kebijakan moneter 
(De Bondt, 2002).

Beberapa studi dari Tai, Sek, dan Har (2012) menyimpulkan bahwa 
di Indonesia, transmisi kebijakan dari suku bunga pasar uang ke 
suku bunga kredit, dan deposito membutuhkan waktu yang relatif 
lama. Tidak hanya itu, studi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia 
memiliki ukuran pass-through yang kecil jika dibandingkan dengan 
Malaysia dan Singapura. Artinya, otoritas moneter di Indonesia 
tidak dapat secara efektif mengontrol suku bunga pasar melalui suku 
bunga resmi (suku bunga acuan) dalam mencapai target kebijakan 
yang ditargetkan, serta pasar keuangan yang tidak sempurna, yang 
ditandai dengan kurangnya integrasi di pasar keuangan.

Ekonomi
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Faktor-Faktor Penyebab Lambannya Penurunan Suku 
Bunga Perbankan

Keputusan perbankan dalam menetapkan suku bunga dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, seperti biaya transaksi, risiko inflasi, depresiasi, 
dan terutama karakteristik debitur (Kuncoro, 2017). Pertama, 
dalam teori Fisher, tingkat bunga riil adalah tingkat bunga setelah 
dikurangi inflasi. Oleh sebab itu, bank cenderung memperhitungkan 
risiko inflasi untuk menjaga suku bunga riil yang dinikmati bank. 
Akibatnya, suku bunga nominal yang dikeluarkan bank menjadi 
tinggi. Kemudian, risiko depresiasi dianggap sebagai biaya peluang 
jika dana yang disalurkan ke debitur dalam negeri dipinjamkan ke 
pihak lain dalam denominasi mata uang asing. 

Namun, persoalannya tingkat inflasi di Indonesia sudah cukup 
rendah sejak tahun 2020 kemarin dan diproyeksikan masih akan 
terus melandai hingga akhir tahun ini selama pandemi COVID-19 
belum dapat diatasi dengan baik. Oleh sebab itu, alasan perbankan 
untuk menggunakan risiko inflasi yang sudah cukup rendah ini dapat 
dipertimbangkan kembali untuk meramu besaran suku bunga yang 
ditetapkan oleh perbankan ke depannya. Terlebih di tengah situasi 
pandemi COVID-19, sektor riil membutuhkan perbankan untuk 
menjalankan peran dan fungsinya sebagai pihak intermediasi antara 
pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan 
dana. 

Selanjutnya, karakteristik debitur dihitung dengan prinsip 5C 
(Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral). Semua 
risiko ini ditanggung oleh debitur sebagai premi, yang menciptakan 
tingkat bunga tinggi untuk menghindari kredit macet. Dengan 
skema permasalahan ini, tidak mengherankan jika perbankan 
bersikap kaku dalam menurunkan suku bunganya. Hal ini semakin 
kompleks, ditambah dengan situasi di tengah pandemi tersebut 
yang membuat bank enggan memberikan kredit (credit crunch) 
karena adanya kekhawatiran gagal bayar dari debitur. Akibatnya, 
permasalahan tersebut semakin memperparah proses pemulihan 
ekonomi nasional. 

Dari perspektif mikro, menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Pujianti dan Sitorus (2016); Ratna Sri W dan Boedi Armanto 
(2013); dan Rizky Yudaruddin (2014) dengan menggunakan 
perhitungan nilai indeks Herfindahl-Hirschman Index (HHI), 
terlihat bahwa struktur pasar perbankan Indonesia tergolong 
pasar oligopoli. Menurut Muhammad Teguh (2010), ada lima ciri 
formal oligopoli, yaitu: banyak perusahaan yang beroperasi, tetapi 
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hanya sedikit yang menguasai pasar; produk homogen, produsen 
penentu harga; hambatan masuk dan keluar dari pasar; dan 
produsen yang memaksimalkan keuntungan. Karakteristik tersebut 
juga terbukti terjadi pada industri perbankan Indonesia. Struktur 
pasar perbankan yang oligopolistik ini membuat bank-bank kecil 
mengambil keputusan berdasarkan bank-bank besar, mengingat di 
Indonesia bank-bank besar masih menjadi acuan bagi bank-bank 
kecil. Fleksibilitas perbankan Indonesia terhadap suku bunga acuan 
yang masih persisten membuat perbankan Indonesia kurang dinamis 
dalam menetapkan suku bunga.

Rekomendasi

Berangkat dari permasalahan di atas, berikut beberapa rekomendasi 
yang dapat dilakukan:

Pertama, dalam jangka pendek, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dapat berkoordinasi dengan bank-bank besar, seperti bank-bank 
BUMN, untuk menjadi patokan bagi bank-bank skala kecil dan 
menengah untuk memacu suku bunga kreditnya.

Kedua, dari sisi makroekonomi, BI harus mewaspadai risiko inflasi 
ke depan. Dengan demikian, suku bunga nominal akan turun sejalan 
dengan risiko inflasi yang lemah. Selain itu, bank masih dapat 
menikmati margin dari selisih suku bunga nominal dan risiko inflasi.

Ketiga, BI dan OJK harus memberikan credit guarantee pada 
perbankan atas nasabah-nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan 
dengan begitu pihak perbankan pun dapat mengurangi biaya risiko 
di dalam prinsip 5C yang digunakan perbankan dalam menentukan 
besaran suku bunganya. Dengan demikian, ketika biaya risiko sudah 
dapat ditangguhkan oleh pemerintah, biaya risiko dapat diturunkan 
yang akan berefek kepada penurunan suku bunga perbankan kepada 
para debiturnya. 

Keempat, dalam jangka panjang, dengan melihat struktur perbankan 
yang cenderung oligopolistik, untuk melakukan efisiensi perbankan, 
OJK perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik 
dan aktivitas perbankan agar tidak mengakibatkan pelanggaran 
persaingan perbankan, seperti munculnya bank-bank yang memiliki 
posisi dominan.

- M. Rifki Fadilah -

Ekonomi

Meski suku bunga 
acuan turun, namun 
suku bunga yang 
dipatok oleh perbankan 
belum menunjukkan 
pola yang seirama. 
Dengan demikian, 
upaya BI untuk 
mendorong percepatan 
pemulihan ekonomi 
nasional menjadi 
terhambat karena 
perilaku perbankan 
yang defensif dalam 
menurunkan suku 
bunganya. 
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Regulatory Impact Analysis (RIA) Reformasi 
Kebijakan Restriksi Impor Gula di Indonesia

Pada masa pandemi COVID-19 khususunya di bulan Februari hingga 
Maret 2020, kebutuhan gula kristal merangkak naik dan puncaknya 
pada saat dimulainya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 
Besar). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis 
Nasional (PIHPS), harga rata-rata gula secara nasional per Jumat 
(28/2/2020) sudah mencapai Rp14.900 per kg. Harga gula kristal di 
pasaran ini mengalami kenaikan hingga 19,2 persen jika dibandingkan 
harga acuan penjualan (ceiling price) di tingkat konsumen dengan 
besaran Rp12.500 per Kg (Fadilah, 2020). Tingginya harga gula di 
pasar mengakibatkan banyak rumah tangga kesulitan untuk membeli 
komoditas pangan gula ini. Lihat misalnya, pada bulan September 
2019, garis kemiskinan di Indonesia ditetapkan sebesar Rp440.538 
per bulan (BPS, 2019). Hal ini berarti bahwa mereka yang berada 
pada garis kemiskinan menghabiskan hampir 2,78 persen (Rp12.246) 
dari penghasilan bulanan mereka untuk membeli gula kristal.  

Ada beberapa faktor penyebab tingginya harga gula di Indonesia. 
Pertama, dari sisi permintaan. Berdasarkan kajian Center for 
Indonesian Policy Studies (2018), konsumsi gula meningkat lebih 
cepat dari populasi. Misalnya, di tahun 2009 – 2017, populasi 
Indonesia meningkat sebesar 10.30 persen atau lebih dari 24 juta 
orang. Sementara itu, konsumsi gula meningkat sebesar 35,29 
persen atau 1,08 juta ton. Jika dihitung secara nasional, konsumsi 
gula per kapita pada tahun 2009 hanya sebesar 21,26 Kg. Namun, 
angka konsumsi gula per kapita melonjak pesat menjadi 26,08 Kg 
per kapita pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 22,67 persen 
dalam kurun waktu delapan tahun. Artinya, dalam satu tahun 
terjadi kenaikan konsumsi gula sebesar kurang lebih lima persen 
atau sebanyak 0,154 ton per kapita. 

Cepatnya pertumbuhan permintaan gula, nyatanya tidak mampu 
diimbangi dari sisi penawaran gula. Berdasarkan data dari United 
States Department of Agriculture (USDA) 2018, produktivitas 
perkebunan tebu di Indonesia hanya mencapai 68,29 ton per 
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hektar pada tahun 2017. Jika ditelusuri lebih lanjut, rendahnya 
produktifitas gula dalam negeri disebabkan permasalahan on farm 
(segi produktifitas perkebunan tebu) dan masalah off farm (segi 
produktifitas pabrik gula). Dari sisi on farm, menurunnya luas 
lahan tebu, tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi dan penerapan 
teknologi pertanian, serta semakin berkurangnya tenaga kerja 
pertanian membuat hasil pertanian tebu sebagai bahan baku gula 
menurun. Sedangkan, dari sisi off farm rendahnya produktifitas 
dari pabrik gula disebabkan karena pabrik gula yang sudah tua dan 
teknologi yang digunakan cenderung teknologi lama. Alhasil, hal ini 
akan berdampak pada inefisiensi proses penggilingan gula, sehingga 
tingkat rendemen tebu di Indonesia menjadi sangat tergantung pada 
cuaca dan lebih rentan terhadap dampak buruk kekeringan ekstrem 
dan musim hukan yang berkepanjangan. 

Untuk mengatasi kurangnya pasokan gula domestik, Pemerintah 
melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117 
Tahun 2015 tentang Pemberian Lisensi Impor, memberlakukan 
kebijakan impor gula guna menstabilkan harga gula (Pasal 4). Meski 
pemerintah sudah berupaya untuk menutup defisit gula dalam 
negeri dengan membuka keran impor, nyatanya peraturan impor ini 
justru membuat mekanisme impor tidak berjalan efektif. Mengapa 
demikian? Pertama, Permendag Nomor 117 Tahun 2015 memberikan 
ruang bagi pemerintah untuk secara rutin mengintervensi pasar. 
Intervensi tersebut dilakukan dengan membatasi impor, baik melalui 
sistem kuota maupun restriksi pemberian lisensi impor Aturan ini 
tertuang jelas di dalam Pasal 3 Permendag Nomor 117 Tahun 2015 
yang menetapkan bahwa kuantitas gula impor ditentukan melalui 
rapat koordinasi menteri (kuota impor). 

Lebih lanjut, alih-alih memberikan kuota impor, nyatanya aturan 
kuota impor gula yang telah ditentukan oleh pemerintah tidak 
sepenuhnya direalisasikan oleh perusahaan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang mengantongi lisensi impor gula. Lihat 
misalnya, pada tahun 2014, di mana kuota impor (ton) yang diberikan 
pemerintah adalah sebesar 3.749.501. Namun, pada faktanya, 
realisasi impor yang dilakukan oleh importir gula BUMN hanya 
sebanyak 3.170.077, dengan besaran persentase realisasi hanya 
mencapai 84,54 persen. Lebih lanjut, nyatanya jika dihitung sejak 
tahun 2010 hingga 2014, rata-rata realisasi impor yang dilakukan 
oleh importir gula BUMN hanya mencapai 80-90 persen per tahun. 
Inilah yang menyebabkan pasokan gula di dalam negeri tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri. 
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Kedua, adanya persaingan yang tidak kompetitif dalam memperoleh 
lisensi impor yang hanya diberikan kepada BUMN. Aturan ini 
tertuang jelas di dalam Pasal 5 (2) Permendag Nomor 117 Tahun 2015 
yang menyatakan bahwa lisensi impor gula hanya diperuntukkan 
bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki Angka 
Pengenal Importir Umum (API-U). Kurang kompetitifnya tingkat 
persaingan dalam pemberian lisensi impor gula diperburuk lagi 
dengan fakta bahwa pemerintah menggunakan metode yang tidak 
transparan untuk memberikan lisensi tersebut (Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha/KPPU, 2010). Hal ini juga berimplikasi kepada 
penciptaan persaingan oligopolistik di pasar gula karena hanya 
terdapat tiga atau empat importir yang memiliki lisensi dalam tiap 
jangka waktu. Situasi ini membuat pasar gula rentan terhadap 
praktik kartel, di mana perusahaan-perusahaan pemegang lisensi 
dapat saling berkolusi dan memblokir masuknya pelaku pasar baru, 
menghambat persaingan usaha, dan membuat harga gula tetap 
tinggi bagi para konsumen. 

Analisis Dampak Peraturan/Kebijakan (Regulatory Impact 
Analysis)

Tulisan ini akan menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA) 
dalam menganalisis persoalan ini. RIA adalah proses komparatif 
dengan didasarkan pada penentuan tujuan regulasi mendasar yang 
dicari dan mengidentifikasi semua intervensi kebijakan yang mampu 
mencapainya (OECD, 2008). Penggunaan RIA berkontribusi pada 
proses pembuatan kebijakan dengan mempromosikan kebijakan 
peraturan yang efisien dan meningkatkan kesejahteraan sosial. 
Kebutuhan akan RIA muncul dari fakta bahwa regulasi pada 
umumnya memiliki banyak dampak dan kesulitan yang sering 
dihadapi untuk meramalkan tanpa kajian yang rinci dan konsultasi 
dengan pihak-pihak yang terkena dampak. 

Dalam analisis ini, penulis hanya akan memberikan alternatif satu 
skenario kebijakan di pasar gula, yaitu penghapusan kuota impor 
yang tercantum di dalam Permendag Nomor 117 tahun 2015 Pasal 
3 dan merevisi Pasal 5(2) tentang penghapusan kuota impor dan 
pemberian lisensi impor hanya diberikan kepada BUMN. Ada pun 
pertimbangan alternatif kebijakan ini didasarkan karena adanya 
keterbatasan waktu dan juga sumber daya dalam melakukan kajian 
ini. Kendati demikian, penyususan alternatif kebijakan ini disusun 
dengan metode yang terstruktur dan mengedepankan kaidah-
kaidah penelitian kebijakan publik yang sesuai dengan aturan 
akademis. Kemudian, perlu dicatat bahwa tingkat produktivitas on-
farm dan kondisi off-farm bersifat ceteris paribus atau dianggap tetap 
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dan tidak ada perubahan. Dengan demikian, alternatif kebijakan 
ini hanya berfokus pada pesoalan eksternal khususnya kebijakan 
restriksi impor yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan 
melalui Permendag Nomor 117 tahun 2015 Pasal 3 dan Pasal 5(2) 
tentang Pemberian Lisensi Impor.  

Tabel 1. Analisis Biaya dan Manfaat Asumsi Menghapus 
Kuota Impor dan Merevisi Proses Lisensi Impor
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Sumber: Data dari berbagai sumber dan diolah Peneliti, 2021.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa estimasi besarnya 
total merevisi proses lisensi impor adalah Rp43.224.000.000. 
Pembiayaan paling besar adalah pada munculnya opportunity 
loss di mana PNBP atas lisensi impor sebesar Rp15.000.000.000. 
Sedangkan, untuk manfaat yang paling besar adalah dari penjualan 
gula sebesar Rp84,000,000,000 yang merupakan kombinasi antara 
penjualan gula domestik dan gula impor. Total penjualan gula dala 
alternatif kebijakan penghapusan kuota impor dan merevisi proses 
lisensi impor lebih besar jika dibandingkan dengan total penjualan 
gula pada alternatif kebijakan bisnis seperti biasa. Hal ini disebabkan 
kebutuhan gula yang tadi tidak dapat dipenuhi melalui alternatif 
kebijakan ini dapat dipenuhi, sebab aturan kuota impor sudah 
dihapuskan. Penghapusan sistem kuota akan memberi ruang bagi 
mekanisme impor untuk memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri 
dan membuat harga gula di dalam negeri menjadi lebih sejalan 
dengan perkembangan harga di pasar internasional atau mengikuti 
Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Lebih lanjut, melalui alternatif kebijakan ini izin impor akan diberikan 
bukan lagi hanya kepada perusahaan BUMN, tetapi juga kepada 
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para importir swasta yang memenuhi syarat. Hal ini berarti lisensi 
impor akan memiliki fungsi utama sebagai alat identifikasi dan 
bukan lagi sebagai alat untuk merestriksi pasar. Selain itu, dengan 
dibukanya kesempatan bagi pihak swasta untuk ikut bermain di 
dalam pasar impor gula akan membuat pasar kembali kompetitif, 
karena adanya persaingan dari pihak swasta maupun publik untuk 
berupaya mendapatkan lisensi impor. Dengan demikian, dapat 
dikalkulasi besaran net benefit dari alternatif kebijakan penghapusan 
kuota impor dan pembebasan pemberian lisensi impor sebesar 
Rp69,300,000,000. Maka, jika dihitung dengan menggunakan rasio 
antara biaya dan manfaat didapatkan angka sebesar 2.60. 

Rekomendasi Kebijakan

Permasalahan tingginya harga gula merupakan persoalan yang cukup 
kompleks. Jika ditelusuri dari perspektif ekonomi, maka tingginya 
harga gula sudah pasti disebabkan adanya kekurangan pasokan 
gula terhadap jumlah permintaan gula. Lebih lanjut, berdasarkan 
hasil temuan, dapat dilihat bahwa persoalan tingginya harga gula 
terjadi di dua sisi; sisi on-farm dan off-farm, serta adanya terstriksi 
kebijakan impor gula. Analisis ini berupaya untuk memberikan 
alternatif kebijakan kepada pemerintah berupa penghapusan aturan 
kuota impor dan merevisi proses lisensi impor. 

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa alternatif kebijakan penghapusan kuota impor 
dan merevisi proses lisensi impor memberikan rasio dan net benefit 
yang besar. Oleh sebab itu, maka peneliti merekomendasikan 
kepada pemerintah untuk menghapus kuota impor yang tercantum 
di dalam Permendag Nomor 117 tahun 2015 Pasal 3 dan merevisi 
Pasal 5(2) tentang pemberian lisensi impor yang hanya diberikan 
kepada BUMN. 

Lebih lanjut, peneliti juga memberikan strategi implementasi 
untuk menerapkan alternatif kebijakan yang kedua, di mana 
untuk menerapkan alternatif kebijakan terpilih, peneliti dapat 
melakukan sosialisasi yang direncakanan melalui audiensi dan 
Focus Grup Discussion (FGD) kepada stakeholders terkait seperti 
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian 
BUMN, Asosiasi Petani, Asosiasi Pengusaha Importir Gula 
Swasta di Indonesia. Kemudian, Kementerian Perdagangan 
juga perlu memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang 
terdampak dari kebijakan ini. Misalnya, Kementerian Perdagangan 
dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk dapat 
memberikan kompensasi kepada petani di dalam negeri, berupa 
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pelatihan dan peremajaan alat-alat bertani. Selain itu, Kementerian 
Perdagangan juga harus menyelesaikan permasalahan dari sisi on-
farm, seperti memperbaiki permasalahan irigasi pertanian, serta 
memberikan pupuk yang dapat menyuburkan tanah. 

Lebih jauh, Kementerian Perdagangan harus melakukan tindakan 
tegas untuk mencegah praktik kartel oleh para BUMN maupun 
para importir swasta. Selain itu, peran Komisi Persaingan Usaha 
juga dapat membantu mengawasi bagaimana proses pemberian izin 
untuk melakukan proses impor dari Kementerian Perdagangan dan 
juga memberikan pantauan, pengawasan, dan evaluasi selama proses 
impor oleh perusahaan swasta. Penerapan alternatif kebijakan ini 
sebaiknya juga dilakukan dengan tetap memastikan bahwa proses 
pemberian lisensi impor dibuat menjadi lebih terbuka, transparan, 
serta mudah dan lebih cepat untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan 
untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penimbunan stok dan 
spekulasi harga karena para importir, baik BUMN maupun swasta, 
akan dihadapkan pada persaingan yang lebih ketat. 

 - M. Rifki Fadilah   -

Permasalahan 
tingginya harga gula 
merupakan persoalan 
yang cukup kompleks. 
Jika ditelusuri dari 
perspektif ekonomi, 
maka tingginya harga 
gula sudah pasti 
disebabkan adanya 
kekurangan pasokan 
gula dibandingkan 
tingginya jumlah 
permintaan gula. 
Untuk itu, alternatif 
kebijakan penghapusan 
kuota impor dan 
merevisi proses lisensi 
impor berpotensi 
memberikan rasio dan 
net benefit yang lebih 
besar.
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Konflik di internal Partai Demokrat belum mereda hingga saat ini. 
Konflik bermula ketika pada 1 Februari 2021, Ketua Umum Partai 
Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeluarkan 
pernyataan yang membuat ‘geger’ perpolitikan di Indonesia. 
AHY mengungkapkan adanya dugaan gerakan untuk mencoba 
pengambilalihan Partai Demokrat oleh sekelompok orang melalui 
mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB). 

Alih-alih hanya dugaan belaka, ternyata KLB sungguh terjadi pada 5 
Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB diselenggarakan 
oleh orang-orang yang mengatasnamakan pendiri partai dan juga 
pengurus daerah. KLB dilakukan untuk mengoreksi kepemimpinan 
AHY selaku ketua umum yang dianggap tidak berjalan dengan baik. 
Hasilnya, KLB memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, 
sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 

Langkah ini kemudian direspons oleh kubu AHY dengan melaporkan 
ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa KLB dianggap sebagai 
ilegal. Kubu AHY menyatakan bahwa KLB telah menyalahi Aturan 
Dasar/ Aturan Rumah Tangga (AD/ART) partai. Permasalahan 
yang terjadi di Partai Demokrat menambah catatan konflik internal 
partai politik di Indonesia pasca reformasi. Sebelumnya, konflik 
internal juga menimpa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai 
Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Konflik Politik di Tubuh Partai Demokrat

Persoalan di tubuh Partai Demokrat, dapat digolongkan sebagai 
konflik politik. Maswadi Rauf (dalam Romli, 2017) mengatakan 
konflik politik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan 
kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain 
atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di antara 
perbedaan kepentingan itu adalah perbedaan kepentingan politik, 
sehingga disebut juga sebagai konflik politik. Ada tiga macam 
konflik politik. Pertama, konflik politik karena memperebutkan 
jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena 

Melihat Konflik Partai Demokrat
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kebijakan-kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena 
perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik.

Selanjutnya Rubin, dkk (dalam Shale dan Matlosa, 2008) 
menyatakan konflik terjadi karena perbedaan kepentingan yang 
dirasakan, atau keyakinan bahwa aspirasi partai saat ini tidak 
dapat dicapai secara bersamaan. Konflik termanifestasikan dalam 
berbagai bentuk, beberapa di antaranya mungkin berupa kekerasan 
dan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi kedua belah pihak 
yang berkonflik, serta berdampak terhadap pihak lain yang tidak 
terlibat secara langsung.

Terkait konflik politik dan perbedaan kepentingan di tubuh Partai 
Demokrat, merujuk pendapat Rauf dan Rubin, dkk tersebut, konflik 
Partai Demokrat diawali dengan menurunnya performa Partai 
Demokrat di dua Pemilu terakhir yaitu 2014 dan 2019. Di Pemilu 
2014, suara Partai Demokrat mendapatkan 12.728.913 suara atau 
10,9 persen, menurun drastis dibandingkan dengan Pemilu 2009 
yang memperoleh 21.703.137 suara atau 20,85 persen. Kondisi 
ini semakin menurun pada Pemilu 2019, dimana Partai Demokrat 
mendapatkan 10.876.507 suara atau sebesar 7,77 persen.

Menurunnya perolehan suara partai, merupakan imbas dari 
kasus korupsi yang menyeret pengurus partai kala itu seperti 
Anas Urbaningrum, Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi 
Mallaranggeng, sehingga menurunkan citra Partai Demokrat dimata 
publik. Ditambah lagi dengan mulai lemahnya soliditas di internal 
partai, banyaknya pendiri partai maupun mantan pengurus partai 
yang tidak dirangkul dan akhirnya hengkang dari Partai Demokrat, 
misalnya Marzuki Alie, Max Sopacua, Ruhut Sitompul. 

Terdapat juga mantan pengurus yang menjadi loyalis Anas 
Urbaningrum seperti Saan Mustofa, dan I Gede Pasek Suardika 
yang hengkang ke partai lain. Padahal mereka merupakan bagian 
kepengurusan yang pernah membesarkan suara partai dalam Pemilu 
tahun 2004 dan 2009. 

Selanjutnya, konflik internal Partai Demokrat mencapai puncaknya 
tahun ini, ketika kader-kader menyuarakan untuk KLB. Hal ini 
kemudian direspons oleh AHY dengan memecat kader-kader yang 
melakukan gerakan kudeta kepemimpinan Ketum AHY dengan 
mendorong KLB (kompas.com, 26/2/2021).
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Selain itu, konflik internal partai politik disebabkan, pertama, 
adanya favoritisme. Seperti dengan mempromosikan sanak saudara 
dalam partai politik. Kedua, tidak adanya pembagian sumber daya 
yang setara. Ketiga, kurangnya pertemuan rutin. Keempat, otoritas 
terpusat sehingga membuat kekuasaan hanya terkonsentrasi 
dipimpinan pusat (Shale dan Matlosa, 2008). 

Merujuk pada pendapat Shale dan Matlosa di atas, akar dari konflik 
sebuah partai politik lebih banyak kepada persoalan internal partai 
politik. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di Partai 
Demokrat, maka rendahnya demokrasi di internal partai menjadi 
pangkal konflik, menjadi relevan. Salah satu penyebabnya adalah 
adanya favoritisme.

Rendahnya demokratisasi di internal Partai Demokrat dan adanya 
favoritisme misalnya, ditandai dengan naiknya AHY sebagai Ketua 
Umum menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang 
notabene adalah ayahnya sendiri. SBY saat ini menjabat sebagai 
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Walaupun dilakukan dengan 
mekanisme kongres, namun pihak-pihak yang berseberangan degan 
kubu AHY menganggap bahwa terpilihnya AHY telah melanggar 
AD/ART partai. 

Selanjutnya, konflik internal partai politik bukan hanya karena 
rendahnya demokratisasi di tubuh partai, tetapi juga karena faktor 
faksionalisasi. David Hine (dalam Romli, 2017) berpendapat bahwa 
faksi akan menjadi faktor konflik internal partai manakala ikatan 
antar faksi partai lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu dan 
kelompok dibandingkan oleh adanya kesamaan gagasan. Faksi di 
dalam partai politik dapat mencerminkan berbagai kombinasi motif 
yang berbeda, seperti perbedaan ideologi atau isu, perbedaan sosial 
dan budaya, dan pertarungan kepemimpinan pribadi. 

Jika merujuk berbagai pendapat di atas, dalam kasus Partai Demokrat, 
terjadi persaingan antar faksi, yaitu antara kepengurusan partai di 
bawah kepemimpinan AHY dengan para ‘Kelompok Pendiri Partai 
Demokrat’ yang menyelenggarakan KLB. Persaingan inilah yang 
kemudian menciptakan konflik yang terjadi hari ini di tubuh Partai 
Demokrat. Persaingan ini biasanya tidak lepas dari upaya untuk 
memperebutkan sumber daya berupa kekuasaan di internal partai.

Rekomendasi: Upaya Penguatan Internal Partai

Berdasarkan paparan di atas, maka persoalan internal menjadi dasar 
konflik partai politik di Indonesia. Saat ini, ideologi dan gagasan 
tidak lagi menjadi spirit dan pengikat anggota partai, yang ada hanya 

Politik



Update Indonesia — Volume XV, No.3 – Maret 2021 24

pragmatisme politik belaka. Pragmatisme menjadi keutamaan dalam 
gerak partai saat ini. Maka, tidak mengherankan jika persaingan 
dan perebutan kepentingan di antar faksi di Partai Demokrat tidak 
terelakkan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penguatan kelembagaan partai 
politik sangat penting untuk dilakukan. Hal ini penting dilakukan 
agar partai politik menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan 
dengan optimal. Penguatan kelembagaan partai politik dilakukan 
dengan memperbaiki mekanisme rekrutmen untuk menduduki 
jabatan politik.

Rekrutmen politik harus lebih mengedepankan sistem meritokrasi, 
berasaskan kesetaraan dan keterwakilan gender, ketimbang hanya 
memenuhi kepentingan kekerabatan maupun kelompok atau 
golongan, serta pertimbangan favoritisme yang kerap diterapkan 
selama ini untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata. 
Melalui proses rekrutmen politik yang terbuka dan transparan, serta 
akuntabel, rekrutmen politik diharapkan dapat benar-benar berjalan 
secara demokratis dengan dukungan para kader yang berintegritas, 
berkomitmen, dan kompeten. 

Demokrasi di internal partai politik juga dapat mendorong resolusi 
konflik. Resolusi konflik dilakukan dengan mekanisme yang sesuai 
AD/ART, dan dilakukan dengan adil dan transparan hingga 
menemukan solusi akar dari konflik. 

Selanjutnya, upaya perbaikan pengelolaan keuangan partai. 
Keuangan menjadi hal penting dalam menggerakan partai politik. 
Namun, hal ini belum diikuti oleh pengelolaan keuangan yang baik 
oleh partai politik, terutama terkait transparansi anggaran baik 
sumber dan pengeluaran partai politik, baik untuk biaya operasional 
maupun biaya kampanye. Hal inipulah yang sering menuai 
permasalahan di internal partai dan menjadi salah satu penyebab 
korupsi yang melibatkan partai politik. 

Pemasukan dan penggunaan uang oleh partai politik harus diungkap 
dan dilaporkan menurut ketentuan yang berlaku, baik yang berasal 
dari subsidi pemerintah maupun sumbangan. Hal ini juga penting 
untuk dilakukan sebagai bagian dari implementasi transparansi 
kepada publik.

 

 - Arfianto Purbolaksono   -
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Pentingnya Meruntuhkan Pola Mapan Penggunaan 

Pasal Defamasi UU ITE                

Selain pembahasan yang masih berlanjut terkait dorongan revisi 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE), beberapa isu yang menjadi ekses 
dari implementasi regulasi ini juga terus disuarakan. Misalnya 
saja, terdapat laporan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI) yang mencatat kasus-kasus UU ITE sejak awal 
pemberlakuannya. Dari 351 kasus yang bertautan dengan regulasi 
tersebut, YLBHI mencatat adanya pelanggaran hak berpendapat 
terhadap aksi lisan (26 persen), daring (17 persen), dan unjuk rasa 
(25 persen). Selain itu, ditemukan juga pelanggaran terhadap hak 
mencari dan menyampaikan informasi (16 persen), serta data pribadi 
(16 persen) (hukumonline.com, 23/2).

Dari catatan kasus UU ITE di atas, tulisan ini kemudian lebih 
fokus membahas persoalan tren ketimpangan relasi kuasa antara 
pelapor dan terlapor. Pilihan ini ditujukan agar pasal bermasalah, 
seperti yang mengatur soal defamasi, mengalami perubahan pada 
pola penggunannya. Oleh karena itu, dorongan revisi sejatinya 
merupakan solusi dari banyak persoalan. Tidak hanya yang terkait 
dengan kebebasan berekspresi warga negara, namun juga sebagai 
upaya menghapuskan kesenjangan relasi yang menjadi tren pada 
kasus-kasus defamasi yang ada.

Kasus dan Ketimpangan

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi satu dari sembilan pasal yang 
dianggap bermasalah oleh kalangan masyarakat sipil. Dalam laporan 
terbaru Institute for Criminal Justice Reform/ICJR (2021) bertajuk 
“Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Sebuah Studi 
tentang Penerapan UU ITE di Indonesia”, diperoleh sejumlah 
catatan terhadap pasal tersebut, bersamaan dengan Pasal 45 ayat 
(3) yang mengatur tentang sanksi pidana atas tindak defamasi. 
Mulai dari unsur “transmisi” yang kontraproduktif dengan esensi 
perbuatan pencemaran, alpanya mekanisme pembelaan atau 
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verifikasi, hingga adanya rekomendasi dalam komentar umum PBB 
nomor 34 untuk dihapuskannya pidana defamasi.

Setali tiga uang, ICJR juga memberikan catatan tentang kerentanan 
Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 UU ITE yang digunakan sebagai 
retalisasi. Hal itu juga didukung dengan temuan dalam laporan yang 
sama, berkaitan dengan penggunaan pasal defamasi ini. Ketika dilihat 
secara holistik, total kasus defamasi dari tahun 2016 hingga 2020 
mencapai 286 kasus atau setara 37,2 persen dari total kasus UU 
ITE. Disayangkan, kasus-kasus tersebut tidak sampai pada tahap 
elaborasi relasi kuasa yang terjadi antara korban dan tersangka.

Contoh yang paling benderang ada pada kasus Baiq Nuril, yang 
mempertontonkan ketimpangan relasi hierarkis dari sisi gender 
dan struktural-birokratis. Syahdan, posisi Nuril sebagai pegawai 
honorer di suatu institusi pendidikan tidak mampu menghilangkan 
dependensinya pada M. Muslim yang saat itu menjabat sebagai 
kepala sekolah. Nuril takut kehilangan pekerjaannya, dan justru 
mengalami kriminalisasi menggunakan pasal defamasi UU ITE oleh 
Muslim (Hidayah, 2018). 

Kasus dengan karakter serupa juga menghampiri seorang dosen 
Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi, karena melancarkan kritik 
pada proses perekrutan CPNS untuk dosen di universitasnya. 
Tangkapan layar berisi kritik Mahdi dalam sebuah grup WhatsApp 
diteruskan oleh salah satu anggota grup kepada dekan Fakultas 
Teknik Universitas Syiah Kuala, Taufiq Saidi, yang kemudian 
melaporkan hal tersebut. Kasus itu kemudian diperkarakan dengan 
nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, dan saat ini sedang dibawa pada 
tingkat kasasi (PN Banda Aceh, 2021).

Kedua contoh kasus defamasi di atas menggambarkan bagaimana 
kekuasaan, merujuk pada sosiolog  University of  Washington Richard 
M. Emerson (1962), menubuh secara relasional dan tidak menjadi 
atribut pada suatu aktor secara tunggal. Emerson menyatakan 
bahwa kekuasaan, secara implisit, berada di dalam dependensi 
antar aktor (power-dependence relations). Lantas, ketimpangan pada 
pengaruh yang tergambar dari kasus-kasus di atas membuat power-
dependence relations antar aktor yang berseteru dalam kasus UU 
ITE tidak berada di posisi setara. Kesenjangan tersebut juga tercatat 
secara masif pada kasus-kasus defamasi UU ITE yang didominasi 
oleh pihak terlapor yang berasal dari kalangan buruh, aktivis, dan 
warga. Hingga bulan Januari 2020, daftar kasus yang dihimpun 
SafeNet mencatat adanya 210 kasus menggunakan Pasal 27 ayat 
3 UU ITE. Inilah realitas kesenjangan relasi kuasa yang dihadapi 
masyarakat.

Politik



Update Indonesia — Volume XV, No.3 – Maret 2021 27

Satu Peluru, Dua Sasaran

Oleh karena itu, dorongan untuk melakukan revisi terhadap pasal 
defamasi menjadi penting untuk terus disodorkan pada pemangku 
kepentingan. Dapat diasumsikan bahwa permasalahan yang timbul 
tak hanya berhenti di soal kesenjangan kuasa pada relasi antar aktor 
yang berperkara menggunakan UU ITE. Intensi pelapor menjadi 
satu catatan yang menghantarkan kita ke persoalan yang juga timbul 
bersamaan, yaitu kebebasan berekspresi. Memang kebenaran akan 
intensi pelapor ini tidak dapat dipastikan secara utuh. Namun, saat 
kita merujuk pada tren pelaporan yang banyak dihiasi oleh reaksi 
terhadap kritik yang terlontar ke publik, rasanya berasumsi demikian 
tidaklah berlebihan. 

Kriminalisasi terhadap jurnalis adalah contoh nyata permasalahan 
kebebasan berekspresi yang dikesampingkan atas nama aksi 
defamasi. Kecacatan yang berlarut ini memakan korban sejumlah 
jurnalis yang nyata-nyata dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers atas setiap produk jurnalistiknya.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa upaya merevisi pasal defamasi ini 
berkesempatan menyelesaikan dua persoalan, yaitu ketimpangan 
relasi kuasa dan pengekangan pada kebebasan berpendapat, dalam 
satu tindakan. Walau tidak dapat dipungkiri, mengambil keputusan 
revisi pun bukanlah perkara mudah. Beragam perspektif, mulai dari 
anggapan bahwa revisi pada pasal defamasi di KUHP lebih urjen 
untuk dilakukan hingga penyediaan pedoman pelaksanaan UU ITE, 
muncul sebagai alternatif yang disediakan pemerintah. 

Namun, jika pada akhirnya pasal defamasi berhasil dihantarkan 
ke parlemen, pengawasan kepada proses politik yang berlangsung 
sangat penting untuk terus dihidupkan. Tujuannya tidak lain agar 
proses perbaikan pada UU ITE mampu menghadirkan perubahan 
yang lebih baik dari proses revisi yang terjadi tahun 2016 lalu. 

Selain itu, pengawasan pada proses perbaikan juga diarahkan 
sebagai medium untuk menghindari kepentingan-kepentingan 
pada taraf golongan, fraksi, maupun kelompok yang mungkin tidak 
sejalan dengan semangat menghadirkan ruang interaksi yang tak 
rentan dikriminalisasi oleh entitas yang memiliki sumber daya dan 
kuasa yang besar.

- Rifqi Rachman -
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Refleksi dari Myanmar 
pada Kebebasan Akses Informasi di Indonesia 

 

“We are all now connected by the Internet, like neurons in a giant brain,”

Stephen Hawking

Konektivitas menjadi elemen determinan dalam skema masyarakat 
informasi saat ini. Saling tersambung melalui internet akhirnya 
membuat masyarakat mampu untuk berbagi informasi yang 
melintasi batas-batas negara hingga kontinen. Kondisi itulah yang 
lantas menjadikan pergerakan yang terjadi di satu lokasi tertentu 
dapat bereaksi dari sinyal yang dikirimkan ke dan didapatkan dari 
“neuron” di lokasi geografis lain. Persis seperti metafora kutipan 
Hawking di atas.

Namun, apabila relasi “neuron” dibuat terputus, impuls yang 
sebelumnya dapat dikirim menjadi hilang. Sebaliknya, unit-unit 
“neuron” tersebut pun tak lagi mampu untuk menerima sinyal dari 
luar dirinya. Inilah yang terjadi pada fenomena kudeta di Myanmar, 
saat kelompok militer yang ada melakukan pemutusan koneksi 
internet pada beberapa kesempatan sejak awal bulan Februari 
2021. Hal tersebut akhirnya membuat banyak pengguna internet di 
Myanmar terisolasi dari akses informasi.

Ketika kasus pemutusan akses informasi di Myanmar itu ditelaah 
lebih jauh, ditemukan beberapa tren yang sebetulnya mirip dengan 
apa yang sempat terjadi di Indonesia. Tulisan ini lalu mencoba 
untuk mengelaborasi sejumlah kesamaan yang ada, yang ditujukan 
sebagai pengingat bahwa apa yang kita kutuk sekarang di Myanmar 
juga merupakan bagian dari perilaku Pemerintah Indonesia kepada 
warganya di masa yang sudah lewat.

Kilas Balik: Satu Bulan Kudeta

Pada 28 Februari 2021, organisasi pelindung hak asasi manusia 
dari implikasi teknologi bernama DigitalReach mengeluarkan 
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buletin yang melaporkan sejumlah pokok-pokok peristiwa yang 
terjadi beberapa waktu terakhir. Kebebasan digital di Myanmar 
menjadi salah satu pokok peristiwa yang dilaporkan. DigitalReach 
merangkum apa saja yang terjadi pada satu bulan terakhir setelah 
kudeta, lebih spesifik lagi pada persoalan keamanan dan kebebasan 
ruang siber di Myanmar.

Secara ringkas, apa yang terjadi pada kebebasan digital di Myanmar 
selama bulan Februari 2021 terangkum dalam tabel berikut ini.

Sumber: DigitalReach, 2021.
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Dari  laporan  yang  terangkum  di atas, terdapat  dua  jenis  
penyumpalan terhadap akses informasi yang dilakukan oleh 
kelompok militer di Myanmar, yaitu melalui pemotongan sumber-
sumber informasi dan perubahan regulasi yang ada. Selain 
memblokir platform media sosial dan memutus akses internet, 
kelompok militer juga berkeinginan untuk membuat regulasi 
keamanan siber (Cybersecurity Law) yang mengharuskan penyedia 
layanan internet (Internet Service Provider/ISP) menyingkap  data 
penggunanya kepada otoritas kemanan tanpa perlu melampirkan 
justifikasi apapun. Data tersebut diantaranya seperti alamat internet 
protocol (IP), nomor telepon, nomor identitas, alamat, serta aktivitas 
pengguna layanan internet. ISP juga diwajibkan untuk kolaboratif 
dengan kelompok militer dalam menghapus, mencegah, atau 
menghancurkan konten yang berpotensi menyebabkan “kebencian 
dan menghancurkan kedamaian serta persatuan.” (DigitalReach, 
2021).

Ketika pemutusan akses internet dilakukan oleh kelompok militer 
Myanmar, limitasi informasi akhirnya menjadi tak terhindarkan. 
Kondisi  dalam  kekangan  di  Myanmar  sesungguhnya  mengilustrasikan 
betapa informasi memainkan peran yang begitu esensial. Sebab, 
informasi yang terkoneksi secara luas berpeluang menggalang 
partisipasi massa, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada 
kemunculan suatu pergerakan kolektif dengan dukungan global 
(Jost et al., 2018; Agre, 2002; Polat, 2005; Sandoval-Almazan  
dan Gil-Garcia, 2014; Tang dan Lee, 2013). Dapat kita asumsikan, 
hal tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi kelompok militer 
di Myanmar dalam mempraktikkan aksi kontrol terhadap arus 
informasi yang ada di ruang siber.

Menarik Ingatan akan Kasus Serupa

Sentralnya informasi, sehingga penguasaan terhadapnya sangat 
sering diupayakan, tidak hanya terjadi pada kasus kudeta di Myanmar 
semata. Aksi yang serupa cukup mudah untuk ditemui di beberapa 
negara lain, termasuk Indonesia. Dua fenomena yang sangat mirip 
dapat ditemui pada kasus pemadaman internet di Papua pada tahun 
2019, serta wacana pemblokiran media sosial oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada bulan Oktober 2020 
lalu.

Pada kasus pemutusan internet, ada sejumlah catatan yang dapat 
digarisbawahi. Pertama, bahwa pemerintah melalui Kominfo 
melakukan pelambatan yang diikuti dengan pemutusan akses 
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internet di Papua dan Papua Barat hanya melalui siaran pers. Dua 
siaran pers terkait pelambatan dan pemutusan akses internet, secara 
berurutan, bernomor 154/HM/KOMINFO/08/2019 dan 155/HM/
KOMINFO/08/2019. Pemutusan yang dilakukan lantas membuat 
arus informasi hanya berasal dari sumber tunggal saja, yaitu 
pemerintah. Tengah tahun 2020 lalu, tindakan tersebut dinyatakan 
sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Jakarta. Kedua, alasan jaminan keamanan 
disajikan sebagai urgensi utama dari tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah. Padahal, laporan dari kampanye global #KeepItOn 
di tahun 2018 saja memperlihatkan bahwa alasan pemblokiran 
internet oleh pemerintah seringkali berbeda dengan latar belakang 
yang sesungguhnya. 

Sementara, wacana pemblokiran media sosial oleh Kominfo melalui 
Peraturan Menteri (Permen) juga tidak lepas dari persoalan. Salah 
satu sasaran Permen Kominfo yang saat itu diwacanakan adalah 
untuk membuat perusahaan media sosial mau bekerja sama dalam 
mengatasi hoaks. Persoalan muncul karena skema pemblokiran akan 
diberlakukan bagi platform media sosial yang tidak bersedia untuk 
“berkolaborasi” dengan pemerintah.

Dari dua contoh kasus di atas, ada beberapa kesamaan yang didapati 
antara kasus pemutusan internet di Myanmar dan Indonesia. 
Pertama, terdapat  nuansa  sentralisasi kekuasaan yang begitu 
kental. Status pemegang kuasa antara konteks Myanmar dan 
Indonesia memang berbeda, namun keduanya memperlihatkan 
kesamaan perihal pengelolaan kekuasaan yang tidak demokratis.

Kedua, dalam upaya melegitimasi tindakannya, fenomena di 
Myanmar dan Indonesia sama-sama mengambil jalur yang 
bertautan dengan regulasi. Usaha itu dijalankan dengan cara 
merubah atau mempromosikan regulasi baru, yang membuat 
agenda pengekangannya dapat dilangsungkan secara “legal”. Hal 
itu terefleksi dari pengajuan Cybersecurity Law dan amandemen The 
Law Protecting the Privacy and Security of the Citizens oleh kelompok 
militer Myanmar, dan dikeluarkannya Siaran Pers Kominfo dalam 
melakukan pemadaman internet di Papua dan Papua Barat.

Ketiga, tindakan pemegang kuasa menyasar pada aksi mengeliminasi 
suara yang berbeda, yang berjejaring dalam suatu  perbincangan. Hal 
tersebut dilakukan karena proses  komunikasi dan penghimpunan 
informasi mampu memengaruhi individu yang  bersangkutan  
maupun publik yang lebih luas untuk mengambil sebuah sikap 
(Kovach dan Rosentiel, 2001). Atas dasar itulah, konektivitas 
menjadi elemen yang harus dipinggirkan.
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Tiga catatan di atas memperlihatkan bagaimana kritik keras dari 
banyak pihak pada kasus pemutusan akses informasi di Myanmar 
sebetulnya juga dapat disasar ke Pemerintah Indonesia saat 
menggunakan peraturan represif yang serupa. Catatan-catatan 
yang ditemui pada tulisan ini seharusnya cukup menjadi preseden 
bagi pemerintah, agar tidak lagi mengeluarkan kebijakan represif 
seperti kelompok militer di Myanmar. 

 - Rifqi Rachman -

Status pemegang 
kuasa di Myanmar 
dan Indonesia 
memang memiliki 
latar yang berbeda, 
namun keduanya 
memperlihatkan 
kesamaan perihal 
pengelolaan kekuasaan 
yang tidak demokratis.
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Evaluasi Implementasi Program Kartu Prakerja

  

Program Kartu Prakerja telah digagas oleh Presiden Joko Widodo 
sejak awal tahun 2019. Program tersebut merupakan program yang 
didesain untuk meningkatkan kompetensi, produktifitas dan daya 
saing angkatan kerja di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian/ Kemenko Perekonomian, 2020). Program tersebut 
juga digagas mengingat bahwa hingga tahun 2035 Indonesia masih 
berada di masa bonus demografi, namun tingkat produktifitas 
angkatan kerja di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya 
tingkat produktivitas angkatan kerja di Indonesia dapat dilihat 
dari tingginya jumlah pengangguran di Indonesia dan rendahnya 
angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan. 

Per bulan Desember 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 
di Indonesia mencapai 25,06% (Badan Pusat Statistik/BPS, 2020). 
Pun dengan tingkat penduduk setengah menganggur yang masih 
tinggi pula, yakni 35,23% (BPS, 2020). Data BPS dalam Laporan 
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (2020) juga 
menunjukkan bahwa sekitar 90% angkatan kerja yang menganggur 
belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Oleh karena itu, 
program Kartu Prakerja penting untuk menjadi salah satu cara untuk 
memacu produktifitas angkatan kerja. 

Selain itu, walaupun Kartu Prakerja telah digagas sejak bulan 
Februari 2019, namun karena program tersebut diluncurkan setelah 
adanya pandemi coronavirus disease (COVID-19), maka program ini 
juga disesuaikan oleh pemerintah menjadi program semi bantuan 
sosial. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pandemi COVID-19 
juga meningkatkan jumlah pengangguran dan mengurangi jumlah 
lowongan kerja.

Program Kartu Prakerja dapat dikategorikan sebagai program 
bantuan bersyarat. Seseorang akan mendapat insentif berupa cash 
transfer jika ia telah menyelesaikan program pelatihan. Progam 
pelatihan tersebut juga diikuti oleh peserta program secara gratis. 
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Ada 1.701 jenis pelatihan yang ditawarkan oleh 150 lembaga dan 
dijual dalam 7 platform digital (Kemenko Perekonomian, 2020). 
Misalnya pelatihan percakapan Bahasa Inggris, Micosoft Excel, 
strategi dalam memasarkan produk, dan lain-lain. Proses-proses 
dari pendaftaran hingga pemberian insentif dalam program prakerja 
semuanya dilakukan secara daring. 

Sifat program prakerja sebagai bantuan bersyarat bagus untuk 
mendorong peningkatan kapabilitas angkatan kerja. Seseorang yang 
tidak mengikuti pelatihan tidak akan mendapat bantuan tersebut. 
Jika seseorang mengikuti pelatihan, ia akan mendapat kompetensi 
baru dan mendapat  insentif  berupa cash transfer. Walaupun 
terdapat kritik bahwa pelatihan yang disediakan oleh platform-
platform yang bermitra dengan prakerja hampir sama dengan video-
video yang berada di YouTube, namun terlepas dari perbandingan 
antara materi pelatihan prakerja yang tersedia di platform dengan 
di YouTube, pada intinya progam prakerja mampu mendorong 
seseorang untuk mengikuti pelatihan sesuai minat mereka.

Apakah Program Kartu Prakerja sudah Inklusif?

Sejak diluncurkan pada bulan April 2020, hingga saat ini program 
tersebut telah dibuka sebanyak 13 kali dan telah disalurkan kepada 
lebih dari 5,5 juta orang di 514 kabupten/kota di Indonesia (Kemenko 
Perekonomian, 2020). Dari total penerima program tersebut, 45% 
penerima berjenis kelamin perempuan, 2% berasal dari kabupaten 
daerah tertinggal, 2% berusia lebih dari 60 tahun, 2% merupakan 
mantan pekerja migran, 5% penyandang disabilitas, dan 9% 
berpendidikan maksimal sekolah dasar.

Jika kita lihat persentase macam-macam kelompok penerima Kartu 
Prakerja di atas, program tersebut sudah mampu menjangkau 
angkatan kerja yang tergolong dalam kategori rentan. Hal ini dapat 
dilihat dari keikutsertaan orang dari daerah tertinggal, penyandang 
disabilitas dan lulusan sekolah dasar. Namun, jumlah orang-orang 
dari kategori rentan yang telah menerima program bantuan tersebut 
masih sangat sedikit. Maka dari itu, Kemenko Perekonomian harus 
mengatur strategi agar program prakerja dapat berjalan efektif di 
daerah-daerah tertinggal, juga efektif untuk diikuti oleh kelompok 
yang rentan, termasuk oleh peyandang disabilitas. 

Jika ditinjau dari sisi inklusifitas, semua proses dalam Program 
Prakerja yang dilakukan secara daring sebetulnya menimbulkan 
polemik di masyarakat (Hamzah & Khusnia, 2020). Pasalnya, 
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penduduk yang benar-benar miskin dan berpendidikan rendah akan 
mengalami kesulitan untuk mengakses program tersebut. Begitu 
pula dengan penyandang disabilitas dan orang-orang dari daerah 
tertinggal.  

Misalnya, Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Persatuan 
Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Serang yang merasa 
kecewa terhadap sistem pendaftaran Kartu Prakerja. Mereka 
berpendapat bahwa proses pendaftaran program tersebut belum 
ramah disabilitas. Misalnya bagi penyandang tuna netra, mereka 
tidak dapat menggunakan aplikasi “talk back” untuk membantu 
mereka mengoperasikan website Prakerja. Selain itu, bagi orang-
orang yang berada di daerah tertinggal pelaksanaan program yang 
serba daring menyulitkan mereka untuk berpartisipasi karena 
adanya keterbatasan alat/perangkat maupun jaringan (Siregar & 
Oktaviana, 2020). 

Jika kita lihat sebaran penerima Kartu Prakerja lebih lanjut, provinsi 
yang paling banyak menerima program prakerja adalah Jawa Barat 
(793,4 ribu), Jawa Timur (651,5 ribu) dan DKI Jakarta (542,5 
ribu) (Kemenko Perekonomian, 2020). Jika kita tengok angka 
pengangguran Indonesia di tingkat provinsi, provinsi yang memiliki 
angka setengah  pengangguran paling tinggi adalah Nusa Tenggara 
Barat (NTB) (16,83%), Aceh (16,18%), dan Nusa Tenggara Timur 
(NTT) (15,1%) (BPS, 2020). Sementara, provinsi yang memiliki 
TPT paling tinggi adalah DKI Jakarta (10,95%), Banten (10,65%), 
Jawa Barat (10, 46 %) dan Riau (10, 34%). 

Posisi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebagai salah satu penerima 
program prakerja paling banyak sesuai dengan tingkat pengangguran 
terbuka di provinsi tersebut. Upaya pemerintah dalam hal itu sudah 
tepat. Namun, pemerintah juga perlu memerhatikan provinsi-
provinsi lain dengan angka setengah pengangguran yang tinggi 
pula, seperti NTB, Aceh, dan NTT. Hal tersebut penting untuk 
dilakukan sebagai salah satu cara untuk memacu peningkatan 
produktivitas angkatan kerja di provinsi-provinsi tersebut. Terlebih 
mengingat bahwa NTB dan NTT merupakan provinsi penyumbang 
pertumbuhan ekonomi terkecil (3,00%) setelah Maluku dan Papua 
(2,37%) (BPS, 2020).

Lebih jauh, jika kita mengulik lebih lanjut mengenai kecilnya 
kontribusi pertumbuhan ekonomi Papua dan Maluku pada 
pertumbuhan ekonomi nasional, hal tersebut menunjukkan bahwa 
produktifitas potensi wilayah dan angkatan kerja di wilayah tersebut 
belum optimal. TPT di Maluku (12,72%) dan Papua (11,08%) 
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masih tinggi. Begitu pula dengan angka setengah pengangguran di 
Maluku (24,98%) dan Papua (24,44%) juga masih tinggi. Padahal 
kedua wilayah tersebut kaya akan potensi, baik di bidang pertanian, 
kehutanan, pariwisata, industri dan potensi lainnya (BPS, 2021).  

Di sisi lain, jika kita melihat jumlah penerima Kartu Prakerja di 
kedua wilayah tersebut,  jumlah penerima Kartu Prakerja di kedua 
wilayah tersebut tergolong paling sedikit jika dibanding dengan 
jumlah penerima program tersebut di wilayah lain (Kemenko 
Perekonomian, 2020). Jumlah penerima Kartu Prakerja di Wilayah 
Papua dan Maluku hanya 21,7 ribu dan 75,5 ribu. 

Padahal jika dilihat dari persentase TPT Maluku dan Papua, jumlah 
setengah pengangguran di kedua wilayah tersebut sebanyak 209,6 
ribu dan 431,9 ribu jiwa. Hal tersebut menunjukkan adanya kondisi 
yang tidak sebanding antara jumlah angkatan kerja yang produktif 
dengan penerima prakerja di beberapa wilayah. Pasalnya, tiga 
provinsi dengan jumlah penerima prakerja paling banyak bukan 
merupakan provinsi dengan angka setengah pengangguran dan 
TPT tertinggi di Indonesia.

Program Kartu Prakerja Harus Lebih Inklusif untuk Wilayah 
Terluar di Indonesia

Jika kita bandingkan jumlah penerima Kartu Prakerja antar wilayah 
di Indonesia, jumlah penerima program tersebut di wilayah Jawa 
jauh lebih banyak dibanding wilayah lain, apalagi Papua dan 
Maluku.  Padahal Jawa sudah menjadi wilayah pemberi kontribusi 
pada pertumbuhan ekonomi nasional terbesar, yakni 58,55%. Oleh 
karena itu, Kemenko Perekonomian perlu mendorong agar program 
prakerja dapat lebih meningkatkan produktivitas angkatan kerja di 
Maluku dan Papua. 

Untuk mendorong penerapan program Prakerja seperti di Papua dan 
Maluku memerlukan dukungan dari berbagai aspek. Diantaranya 
ketersediaan internet dan sarana pendukung untuk mengakses 
internet. Hal tersebut diperlukan mengingat bahwa semua proses 
pendaftaran, pelatihan hingga pencairan insentif prakerja dilakukan 
secara daring. Namun, penetrasi pengguna internet di Papua 
dan Maluku masih sebesar 3% (Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia/ APJJI, 2020). Perlu usaha yang lebih serius 
dari Kementerian Komunikasi dan Kemenko Perekonomian untuk 
mengoptimalkan implementasi program Kartu Prakerja di kedua 
wilayah tersebut.
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Kabarnya, Kementerian Komunikasi berencana memasang 5000 
wifi pada area blank spot di Papua (KabarPapua.co, 2021). Rencana 
tersebut diupayakan untuk segera direalisasikan agar kebutuhan 
internet di daerah terluar, seperti Papua dapat tercukupi. Dengan 
tersedianya internet di daerah terluar, harapannya Kemenko 
Perekonomian dapat menambah jumlah penerima program Kartu 
Prakerja di daerah-daerah tersebut. 

Keberlanjutan Program Kartu Prakerja

Selain evaluasi pada sebaran penerima Kartu Prakerja di atas, Kartu 
Prakerja juga perlu di evaluasi pada aspek pemanfaatan insentif 
cash transfer dan keberlanjutan produktivitas angkatan kerja pasca 
mengikuti program tersebut. Kedua hal tersebut penting untuk 
dilakukan agar bantuan cash transfer benar-benar dimanfaatkan 
untuk menunjang produktivitas angkatan kerja. 

Keberlanjutan produktivitas angkatan kerja juga perlu diperhatikan, 
mengingat tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan 
produktivitas angkatan kerja. Hasil Survei Evaluasi Manajemen 
Pelaksana Program Kartu Prakerja menunjukkan bahwa 35% 
penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, telah 
menjadi wirausaha, buruh/pegawai/karyawan lepas, dan lain-lain 
(Kemenko Perekonomian, 2020). Artinya, 65% penerima program 
masih menganggur. 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa program tidak memberi jaminan 
bahwa seseorang akan langsung menjadi produktif setelah menjalani 
program tersebut. Masih besarnya angka pengangguran setelah 
seseorang selesai mengikuti program tersebut juga dapat menjadi 
bahan evaluasi untuk program tersebut kedepannya. Namun 
demikian, program tersebut mampu mendorong penerima program 
untuk mengasah keterampilan  dan menambah pengetahuan sebagai 
modal untuk memasuki pasar kerja. Efektivitas Kartu Prakerja juga 
tidak lepas dari kondisi makro perekonomian Indonesia dan para 
pelaku usaha yang seyogyanya dapat menampung orang-orang 
yang sudah menyelesaikan program Kartu Prakerja.

Selain masukan-masukan pada program prakerja di atas, upaya 
Kemenko Perekonomian dalam menyediakan data evaluasi tahunan 
untuk program tersebut patut mendapat apresiasi. Selama ini, 
data sebaran penerima program bantuan pemerintah sangat 
minim tersedia untuk publik. Dengan demikian, langkah Kemenko 
Perekonomian untuk membuka data mengenai program prakerja 
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ini merupakan langkah yang  penting mengingat kebijakan berbasis 
data merupakan salah satu aspek penunjang proses pembangunan 
yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan.

- Nisaaul Muthiah -

Program Kartu 
Prakerja harus mampu 
menjangkau lebih 
banyak orang dari 
daerah terluar maupun 
daerah tertinggal, 
juga penyandang 
disabilitas. Program 
Kartu Prakerja juga 
menjadi salah satu 
pemacu peningkatan 
produktivitas angkatan 
kerja yang penting. 
Namun jika penerima 
program tersebut 
tidak merata di 
seluruh provinsi di 
Indonesia, hal tersebut 
akan menimbulkan 
ketimpangan informasi 
dan kesempatan 
yang sama untuk 
mendapatkan pelatihan 
bagi angkatan kerja di 
Indonesia yang menjadi 
sasaran program 
tersebut. 
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Mendorong Efektifitas Rekrutmen ASN  
 

Adanya rencana rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 
kabar yang cukup menyegarkan di masa pandemi Coronavirus 
Disease (COVID-19). Dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah 
akan menyasar formasi  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) bagi guru honorer dan sejumlah formasi lain baik di 
tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa sebanyak 
3,5 juta pekerja telah dirumahkan akibat pandemi COVID-19 
(cnnindonesia.com, 22/01). Berdasarkan data yang ada, sebanyak 
53 persen merupakan golongan yang sangat produktif, yaitu berusia 
18-30 tahun. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pandemi COVID-19 
membawa dampak yang luar biasa terhadap 29,12 juta penduduk 
usia kerja, yaitu sebanyak 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran 
(bisnis.tempo.co, 15/02). Adanya rekrutmen ASN menjadi salah 
satu strategi pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Guna 
mendorong efektifitas kebijakan rekrutmen di masa pandemi ini, 
sejumlah langkah antisipatif dan strategis perlu dipertimbangkan 
pemerintah pusat dan daerah.

Rekrutmen dan Kebutuhan Pemerintah

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi 
(MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah berencana 
membuka penerimaan ASN dan guru dengan skema PPPK 
(nasional.kompas.com, 04/03). Tjahjo menyampaikan bahwa 
pemerintah tengah menyusun jadwal penerimaan, bersama dengan 
Kementerian PAN-RB (KemenPAN-RB), Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Badan Kepegawaian Negara 
(BKN). Pemerintah akan merekrutmen satu juta guru PPPK. 

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) 
KemenPAN-RB Teguh Widjinarko, selain guru, rekrutmen juga akan 
menyasar formasi tenaga kesehatan dengan komposisi terbanyak 
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kedua dan dilanjutkan dengan jabatan fungsional teknis lainnya 
(kompas.com, 03/03). Melihat komposisi lowongan yang dibuka, 
pemerintah meletakkan prioritas utama dalam hal perekrutan PPPK 
bagi guru honorer. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 
(2020) kebutuhan guru di sekolah negeri yang masih mengajar dan 
tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai satu juta guru 
(kompas.com, 06/01).

Jika melihat lowongan ASN yang dibuka di masa pandemi 
COVID-19 ini, memang tidak dapat menjadi jaminan adanya 
pengurangan angka pengangguran yang siginifikan. Bagaimana pun, 
ASN memiliki mekanisme tersendiri dalam persyaratan pesertanya. 
Misalnya saja yang menonjol adalah batasan umur. Pada dasarnya, 
adanya pembukaan rekrutmen juga selayaknya berdasarkan 
kebutuhan pemerintah. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan 
mengingat situasi COVID-19, dan sejumlah bidang lainnya.

Tidak dapat dipungkiri, pegawai PPPK dan formasi lainnya yang lolos 
rekrutmen dapat memiliki kesempatan untuk memiliki penghasilan 
yang lebih baik, yang berdampak pada kesejahteraan mereka secara 
individu maupun keluarga. Namun, perlu diingat pula, lebih dari 
itu, perekrutan ASN juga merupakan proses penggodokan untuk 
mendapatkan ASN terbaik berdasarkan kompetensinya. Hal itu 
berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 
tentang ASN sebagaimana manajemen ASN diselenggarakan 
berdasakan sistem merit. Menurut Pasal 51 UU ASN, prinsip sistem 
merit mensejajarkan aspek kompetensi (competence), kualifikasi 
(qualification), prestasi kerja (performance), adil (fairness), dan 
terbuka (open). 

David de Cezo dan Stephen P. Robbins (1999), Pakar Perilaku 
Organisasi dan Manajeman asal Amerika menyatakan bahwa 
mendapatkan orang baik merupakan hal terpenting untuk 
menyukseskan setiap organisasi. United Nations Development 
Programme (UNDP) (2015) dalam laporannya bertajuk “Meritocracy 
for Public Service Excellence” menjelaskan bahwa salah satu prinsip 
sistem merit adalah the best candidate atau kandidat terbaik, yaitu 
memilih yang terbaik dari sejumlah kandidat, seseorang yang 
dianggap dapat melaksanakan tugas jabatan dengan baik. Komisi 
ASN (KASN) dalam laporan bertajuk “Pemetaan Penerapan 
Sistem Merit” (2018) menyatakan bahwa manajemen SDM yang 
berbasis merit dipercayai dapat menarik orang-orang terbaik untuk 
bekerja karena sistem tersebut memberi kesempatan kepada siapa 
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saja untuk mengembangkan kariernya sesuai dengan kemampuan 
masing-masing, dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan lain 
seperti gender, suku, dan faktor-faktor non-merit lainnya.

Langkah Antisipatif dan Strategis

Dalam mempersiapkan rekrutmen tahun 2021 dan mendorong 
efektifitas rekrutmen, sejumlah langkah antisipatif dan strategis 
perlu dipertimbangkan pemerintah pusat dan daerah.

Pertama, persiapan teknis. Persiapan  teknis  dalam aspek ini 
setidaknya mencakup dua hal. Persiapan sistem Computer Assisted 
Test (CAT) yang digunakan BKN dan memastikan ujian seleksi 
juga mematuhi  protokol  kesehatan mengingat situasi pandemi 
COVID-19. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat 
bantu komputer yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan  
Sistem Kompetensi Dasar (SKD). Sistem ini membuat peserta 
dapat memantau perolehan  nilai melalui tampilan layar, usai 
tes berlangsung. Lebih jauh, adanya sistem ini berupaya untuk 
mendorong efektifitas penilaian yang cepat dan menjamin nilai 
peserta transparan dan akuntabel.

Kedua, KemenPAN-RB perlu memastikan proses internal 
pengadaan formasi masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) 
dan pemerintah daerah (Pemda). Hal itu penting agar sesuai dengan 
tahapan dan kebutuhan hingga pengajuan formasi lolos verifikasi. 
UU ASN mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib 
untuk menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja 
(ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari 
PNS dan PPPK. 

Terdapat serangkaian proses yang harus dilewati satu-persatu 
(menpan.go.id, 04/03). Pertama adalah identifikasi mandat, desain 
organisasi, struktur organisasi, dan proses bisnis. Masih dalam laman 
KemenPAN-RB tersebut, selanjutnya, pembentukan tim pelaksana 
penyusun anjab dan ABK akan melakukan anjab, pengumpulan data 
jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan yang terdiri dari 
uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, validasi kebutuhan, serta 
penyusunan peta jabatan. Setelah penyusunan anjab dan ABK 
selesai, hasilnya kemudian disampaikan kepada KemenPAN-RB, 
dan BKN melalui aplikasi e-formasi. 

Ketiga, penguatan kerjasama lintas sektor menunjang pelaksanaan,  
pengawasan, dan hasil yang adil. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
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Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi 
Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, 
penyelenggaraan ASN memuat prinsip-prinsip, yaitu transparan, 
obyektif,  kompetitif, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 
tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

Beredarnya informasi soal keberadaan calo dan uang pelicin untuk 
mempermudah kelulusan seleksi ASN PPPK kembali mencuat 
(edukasi.kompas.com, 15/03). Terkait keberadaan praktik calo 
seleksi ASN PPPK ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk 
menginvestigasi lebih lanjut dan menindak oknum yang terbukti 
melakukan. Masyarakat pun diajak untuk terlibat melakukan 
pengawasan apabila mengetahui praktik yang menodai amanah UU 
ASN ini, dengan menyampaikan laporan melalui Layanan Informasi 
dan Pengaduan Kemendikbud melalui laman resmi Unit Layanan 
Terpadu (ULT), yakni ult.kemdikbud.go.id atau https://kemdikbud.
lapor.go.id. 

Ada pula sejumlah isu lain soal penyelenggaraan ASN yang masih 
menjadi catatan merah. Pada intinya, sejumlah aktor strategis 
yang terlibat yaitu BKN dan KemenPAN-RB, selayaknya mampu 
mengkoordinasikan dan membuat iklim penyelenggaraan yang 
kondusif yang lebih baik berdasar prinsip-prinsip tersebut. 

Sejauh ini, prinsip-prinsip yang dibawa UU ASN masih belum 
terwujud mengingat iklim birokrasi pemerintah yang masih diwarnai 
dengan KKN dan sejumlah catatan merah lainnya. Seolah mencabut 
akar yang dalam dan begitu kuat menjalar, upaya  penyelenggaraan 
sistem ASN perlu diiringi keberanian dan kerja bersama. Hal ini 
hanya akan berhasil jika aktor-aktor yang terlibat didalamnya 
berkomitmen untuk membuat penyelenggaraan ASN yang lebih 
baik, dengan terlebih dahulu memahami peranannya masing-masing 
sebagai garda terdepan pelayanan publik yang diberikan tanggung 
jawab tinggi oleh masyarakat.

 - Vunny Wijaya  -

Social
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jawab tinggi oleh 
masyarakat.
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Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas 
di Masa Pandemi COVID-19

 
 

Hadirnya pandemi Coronavirus Diseasease 2019 (COVID-19) 
selayaknya menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan 
daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik 
bagi kaum disabilitas. Sebagaimana fokus pemerintah saat ini 
tertuju pada perbaikan sektor-sektor strategis khususnya bidang 
ekonomi yang telah dihantam begitu hebat oleh pandemi, 
perhatian pemerintah selayaknya juga menyasar pada kelompok-
kelompok rentan di negeri ini. Salah satu kelompok rentan yang 
mengalami dampak signifikan di masa pandemi adalah kaum 
disabilitas. 

Pada dasarnya, jauh sebelum pandemi hadir, sejumlah layanan 
publik bagi kaum disabilitas masih dihadapkan dengan banyak 
kendala. Padahal, Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik telah meletakkan fondasi yang begitu 
mendasar agar kaum disabilitas mendapatkan persamaan 
perlakuan dalam menerima pelayanan publik. Lantas, hal apa 
yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan 
pelayanan publik yang lebih baik di masa pandemi COVID-19?

Wajah Buram dan Masalah Klasik Pelayanan Publik 

Salah satu contoh yang dapat diambil terkait permasalahan 
klasik pelayanan publik untuk penyandang disabilitas adalah 
pembangunan trotoar di sejumlah wilayah strategis di Jakarta 
berkonsep complete street telah dikerjakan mulai tahun 2020 lalu. 
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan 
bahwa desain trotoar memiliki lebar lebih dari 5,5 meter. Lanjut 
Hari, pembangunan trotoar tersebut diantaranya mencakup 
pembangunan lampu jalan, jalur pedestrian bagi kaum disabilitas, 
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area hijau, dan parkir sepeda (kompas.com, 12/11/2019). 
Sekalipun diiringi dengan pro kontra pembangunan trotoar yang 
membuat macet sejumlah wilayah Jakarta, trotoar berkonsep 
complete street ini cukup luas dan aman bagi kaum disabilitas.

Namun, kondisi tersebut hanyalah sedikit dari pelayanan publik 
berwujud infrastruktur fisik yang baik. Bagi kita yang tinggal 
di Jakarta, bukanlah pemandangan asing melihat banyaknya 
trotoar dengan jalur pedestrian kaum disabilitas, justru digunakan 
misalnya sebagai lahan parkir atau tempat berdagang. Masih 
banyak wilayah Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia yang 
masih minim dalam menyediakan pelayanan publik yang nyaman 
bagi kaum disabilitas. 

Dengan hadirnya pandemi, perhatian pemerintah pada kaum 
disabilitas pun makin diuji, namun, tidak hanya fasilitas fisik. 
Lebih jauh, kebutuhan pemerintah untuk turut mendukung 
kebutuhan mendasar juga dipertanyakan. Merujuk pada data 
Kementerian Sosial (Kemensos),  sebanyak 140.161 kaum 
disabilitas di Indonesia telah menerima bantuan sosial (bansos) 
reguler Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusi Disabilitas 
dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) (tempo.
co, 17/12/2020). Dua minggu sebelumnya, Indonesia Corruption 
Watch (ICW) merilis hasil survei bertajuk “Distribusi Bantuan 
Sosial untuk Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta” (medcom.
id, 01/12/2020). Surveyor dalam studi tersebut berasal dari 
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta, 
Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) 
Jakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Perkumpulan 
Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jakarta, dan Persatuan 
Tunanetra Indonesia (Pertuni) Jakarta.

Dari 120 responden dalam survei tersebut, terdapat 89 
responden yang mata pencahariannya terdampak pandemi 
COVID-19. Sebanyak 57 dari 89 responden merupakan tulang 
punggung keluarga. Sedangkan, 45 responden berpenghasilan 
kurang dari 2 juta rupiah dan 24 responden kurang dari 1 juta 
rupiah. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 30 responden 
berpendapat bahwa bentuk dan jumlah bansos yang diberikan 
belum sesuai dengan informasi. Selain itu, 33 persen responden 
menyatakan bahwa bansos yang mereka terima belum cukup 
untuk memenuhi kebutuhan di masa COVID-19. Terdapat juga 
15 persen responden yang mengaku tidak pernah mendapat 
informasi tentang bansos. Situasi ini tentunya perlu mendapat 
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perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah. 

Sebagaimana  masalah  klasik yang masih  terjadi hingga saat 
ini, pada dasarnya  data   penerima bansos masih  banyak  
dipertanyakan. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan 
Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Taufik Hanafi 
menjelaskan beberapa permasalahan terkait permasalahan data 
bansos (viva.co.id, 01/03). Pertama, tidak adanya standarisasi 
data, sehingga data tersebut kurang mutakhir dan lengkap. 
Kedua, upaya integrasi data yang masih buruk, sehingga 
mengakibatkan tumpang tindih data penerima bantuan. Hal 
tersebut mengakibatkan kemampuan validasi pemerintah dalam 
mengakurasi target bantuan menjadi tidak optimal dan belum 
mencapai sasaran. Ketiga, berkutat pada langkah dan mekanisme 
verifikasi serta validasi data. Keempat, faktor kurangnya SDM 
untuk melakukan komputasi dan analisis, sehingga masih ada 
data yang tidak padan.

Data dalam pelayanan publik menjadi begitu krusial, namun 
menunggu perbaikan data dalam upaya penyelenggaraan publik 
yang lebih baik juga tidak efektif. Memperbaiki data membutuhkan 
komitmen, proses, dan waktu yang cukup panjang dan rumit. 
Dalam situasi pandemi seperti ini, pemerintah pusat khususnya 
Kemensos harus terus berupaya menyediakan data yang akurat 
sehingga negara mampu hadir menjadi garda terdepan dalam 
penanganan pandemi bersama masyarakat.

Dukungan Komunitas sebagai Kunci Meningkatkan 
Pelayanan Publik

Dalam situasi pandemi seperti ini, kaum disabilitas yang belum 
mendapatkan hak perlu diberikan dukungan lebih oleh pemerintah 
melalui kolaborasi dengan masyarakat. Pemerintah secara 
khusus perlu memperluas kolaborasi dan melakukan pendekatan 
dengan banyak komunitas yang berfokus pada kesejahteraan 
kaum disabilitas baik di tingkat pusat dan daerah. Baik yang 
berbasis luring maupun daring. Misalnya, Pemerintah Kabupaten 
Karimun yang selama ini telah bekerja sama dengan parakerja.
co.id (Achana dan Putra, 2020). Parakerja merupakan platform 
kaum disabilitas dan non-disabilitas yang mendorong kesetaraan 
dalam aspek pendidikan, aksebilitas, dan pekerjaan (parakerja.
co.id, 2021).
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International Disability Alliance (IDA) (2020) dalam salah satu 
rekomendasinya “Menuju Tanggap COVID-19 yang Inklusif 
Disabilitas” menyatakan bahwa jika tindakan pembatasan ruang 
publik diberlakukan, penyandang disabilitas harus dibantu untuk 
memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, termasuk 
akses terhadap makanan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, 
bantuan di dalam rumah, sekolah, dan dukungan komunitas, 
serta mempertahankan pekerjaan dan akses untuk mendapatkan 
transportasi yang aksesibel. Pada dasarnya, keberadaan 
komunitas-komunitas kaum disabilitas dapat menjadi penggerak 
dan juga jembatan antara pemerintah dan kaum disabilitas agar 
layanan publik mendasar khususnya kebutuhan pokok sehari-hari 
didapatkan secara adil.

Tidak berhenti pada dukungan melalui bansos yang lebih 
merata, dukungan  peningkatan kapabilitas  atau  soft skill dan 
pemberdayaan juga perlu digencarkan selama pandemi. Melihat 
hasil survei ICW, pendataan melalui kerjasama dengan komunitas 
juga diperlukan agar kaum disabilitas yang pekerjaannya 
terdampak dapat dipetakan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. 
Komunitas juga diharapkan dapat menjembatani informasi 
lowongan kerja kepada kaum disabilitas yang membutuhkan. 

Lebih dari itu, dukungan psikis melalui komunitas tentunya 
dengan memperhatikan protokol kesehatan juga diharapkan. 
Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Charity Sense 
di Inggris, hampir dua pertiga dari banyaknya penyandang 
disabilitas saat ini sedang dilanda kesepian (liputan6.com, 
07/03). Data mengenai krisis kesehatan mental yang dialami 
penyandang disabilitas tersebut diterbitkan pada 25 Februari 
2021, menunjukkan sebanyak 61 persen diantaranya mengatakan 
selalu hingga sering merasa kesepian. Dukungan ini perlu 
dilakukan khususnya kepada kaum disabilitas yang tinggal sendiri 
tanpa ditemani asisten pribadi.

Pada intinya, mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di 
masa pandemi membutuhkan kolaborasi dan komitmen banyak 
pihak. Dukungan melalui bansos, pelatihan atau pemberdayaan 
serta kesempatan untuk tetap bekerja secara luring dan daring, 
dan dukungan psikis membutuhkan dukungan komunitas kaum 
disabilitas dan keluarga. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu 
terus mendukung komunitas dan menumbuhkan ekosistem agar 
kaum disabilitas tidak mengalami diskriminasi dan dapat terus 
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meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa pandemi dan 
pasca pandemi. 

- Vunny Wijaya -

Pandemi COVID-19 
membelalakkan mata 
akan buramnya wajah 
pelayanan publik 
bagi kaum disabilitas. 
Pemerintah perlu 
berkolaborasi dan 
melakukan pendekatan 
kepada komunitas 
untuk mewujudkan 
pelayanan publik yang 
lebih baik.
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Negara dan Komitmen Perlindungan 
Korban Kekerasan Seksual

 
 

Kekerasan seksual dapat terjadi pada gender apapun, namun korban 
paling banyak bergender perempuan. Survei Koalisi Ruang Publik 
Aman (KRPA) dalam Pusparisa (2019) menemukan bahwa tiga dari 
lima perempuan, serta satu dari sepuluh laki-laki, pernah mengalami 
pelecehan seksual di ruang publik. 

Dari tahun 2008 hingga tahun 2019, jumlah kekerasan terhadap 
perempuan (KTP) meningkat 800 persen (Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan/Komnas Perempuan, 2020). Pada 
tahun 2020, terdapat penurunan KTP sebesar 31,5 persen dari 
tahun sebelumnya. Namun penurunan tersebut dianggap tidak 
menggambarkan keadaan sebenarnya di masyarakat. Pasalnya, 
hasil survei dinamika KTP di masa pandemi  menunjukkan bahwa 
penurunan jumlah KTP tahun 2020 disebabkan oleh: 1) Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi yang membuat korban 
lebih banyak bertemu dengan pelaku; 2) korban cenderung mengadu 
pada keluarga atau diam; 3) persoalan literasi teknologi, dan 4) 
model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi 
(Komnas Perempuan, 2021).

Tahun 2021, Komnas Perempuan mengumpulkan data jumlah KTP 
dengan mengirim formulir secara daring pada berbagai lembaga 
yang menangani kasus tersebut. Dari 757 formulir yang dikirim, 
jumlah formulir yang dikembalikan pada Komnas Perempuan hanya 
sejumlah 120. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua 
tindak KTP tercatat oleh Komnas Perempuan. Selain itu, saat 
pandemi, pengadilan agama juga membatasi jam layanan dan proses 
persidangan. Dengan demikian, jika jumlah pengembalian formulir 
mendekati 100 persen, serta pengadilan agama membuka jam 
layanan seperti biasa, dapat dipastikan terjadi peningkatan jumlah 
KTP di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021). 
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Walaupun terdapat penurunan pengaduan jumlah KTP di tahun 
2020, namun beberapa jenis KTP seperti Kekerasan Gender 
Berbasis Online (KGBO) dan dispensasi kawin mengalami 
peningkatan. Jumlah KGBO meningkat dari 241 kasus pada 2019 
menjadi 940 kasus pada 2020. Jumlah dispensasi perkawinan anak 
juga meningkat menjadi 64.221 pada 2020, dari 23.126 di tahun 
2019. Belum lagi, terdapat laporan kasus inses di tahun 2020 yang 
masih mencapai 215 kasus. Jika kita kategorikan berbagai macam 
KTP di atas, ditemukan bahwa 79 persen KTP terjadi di ranah privat 
dan 21 persen terjadi di ranah publik. Tingginya jumlah KTP, baik di 
ranah privat maupun publik, menunjukkan bahwa perempuan masih 
dianggap sebagai the second sex (Beavoir, 1949). Karena anggapan 
tersebut, maka perempuan sering dianggap sebagai sang liyan (the 
other), sehingga ia rawan untuk direndahkan dan mendapat tindakan 
kekerasan seksual. 

Selain itu, tingginya KTP di ranah privat menunjukkan adanya relasi 
seksual yang patriarkis dan otoritatif. Dalam relasi seksual yang 
bersifat patriarkis, perempuan dituntut untuk dapat memuaskan 
hasrat laki-laki (Beauvoir dalam Banita, et al., 2020). Relasi seksual 
yang patriarkis muncul karena adanya budaya yang patriarkis (Rifka 
Annisa dalam Farid, 2019). Dominannya laki-laki dalam berbagai 
hal seperti dalam pengambilan keputusan, baik di keluarga maupun 
di ruang publik merupakan salah satu faktor pendorong munculnya 
kasus KTP.

Mencari Peran Negara dalam Melindungi dan Mencegah 
Tindak Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan (2021) mengkategorikan jenis kekerasan 
menjadi 12 jenis kekerasan. Diantaranya yaitu: pemaksaan aborsi, 
KBGO, perbudakan seksual, percobaan perkosaan, perkosaan, 
pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, 
marital rape dan inses. Kategorisasi jenis kekerasan tersebut tidak 
sesuai dengan definisi kekerasan seksual dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual 
hanya dikategorikan dalam tiga jenis yakni perkosaan, pencabulan 
dan persetubuhan. Keterbatasan definisi kekerasan seksual dalam 
KUHP membuat korban kekerasan tidak mempunyai payung 
hukum yang melindungi mereka. Selain itu, penegakan hukum kasus 
kekerasan seksual selalu terkendala dalam proses pengumpulan 
bukti adanya kekerasan (Komnas Perempuan, 2021; Mantalean, 
2019; Merdeka.com, 17/09).Masih lemahnya penegakan hukum 
dalam tindak KTP terlihat dari sedikitnya jumlah KTP yang diproses 

Sosial



Update Indonesia — Volume XV, No.3 – Maret 2021 50

di ranah hukum. Data Komnas Perempuan dalam Media Indonesia 
(09/07) menunjukkan bahwa dari seluruh jenis KTP, hanya 10 persen 
kasus yang diproses di kepolisian dan tidak lebih dari setengahnya 
yang divonis di pengadilan. Selain itu, pada laporan kasus perkosaan, 
tidak lebih dari 30 persen dari total laporan yang diproses. 

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera Perempuan 
Indonesia Jember, Yamini Soedjai dalam (Merdeka.com, 17/09) 
menyebutkan salah satu kendala yang harus dihadapi oleh korban 
kekerasan seksual adalah keterbatasan undang-undang terkait 
kekerasan seksual di Indonesia. Menurutnya, undang-undang 
kekerasan seksual tersebut masih belum berperspektif pada korban. 

Korban KTP juga masih dihadapkan dengan judicial stereotyping 
(Eddyono, 2021). Hal ini terlihat dari sistem peradilan yang 
tidak ramah pada korban. Masih  banyak  aparat  yang  tidak  
mengedepankan perspektif korban. Seringkali aparat malah bertanya 
mengenai jenis pakaian yang dikenakan oleh korban saat mengalami 
pelecehan, serta kondisi korban yang mungkin ikut menikmati tindak 
pelecehan kepadanya. 

Sistem Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan 
Seksual

Kita sangat membutuhkan sistem yang mendorong terwujudnya 
kesetaraan gender untuk mencegah dan melawan KTP. Untuk 
mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan lingkungan yang 
aman dari kekerasan seksual, pendidikan mengenai kesetaraan gender 
dan pendidikan seks penting untuk ditanamkan pada anak-anak dan 
remaja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mendorong 
guru-guru di sekolah dan orangtua untuk mengoptimalkan kedua 
jenis pendidikan tersebut sejak dini, baik melalui teks-teks dalam 
buku maupun praktik dalam kehidupan sehari-hari. Presiden 
juga harus memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh 
Kementerian/Lembaga sudah mengedepankan aspek kesetaraan 
gender. 

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 
RI) harus mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU PKS telah 
diusulkan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012, namun DPR 
baru memulai pembahasan RUU tersebut di tahun 2017. Hingga 
saat ini, RUU tersebut juga masih terombang-ambing. Padahal, 
RUU tersebut sangat penting untuk menjadi payung hukum bagi 
korban kekerasan seksual. 

Sosial



Update Indonesia — Volume XV, No.3 – Maret 2021 51

Tahun 2020 RUU PKS ditarik dari Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) Prioritas dengan alasan pembahasan yang sulit. 
Beberapa anggota DPR justru mengaitkan RUU PKS dengan isu 
liberalisme. Padahal, RUU PKS ditujukan untuk melindungi korban 
kekerasan seksual yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. 
Dalam Naskah Akademik RUU PKS pun tidak ada terminologi yang 
menunjukkan adanya penyisipan paham liberal.

Tahun 2021, RUU PKS kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas. 
Harapannya, DPR dapat mengesahkan RUU tersebut secepat 
mungkin, mengingat mirisnya kondisi kekerasan seksual di Indonesia. 
Jika kita berkaca pada pembahasan RUU Cipta Kerja, RUU tersebut 
dapat disahkan dengan cepat meski berbagai pihak menentang 
RUU tersebut. Untuk itu, alasan pembahasan RUU PKS yang 
sulit seharusnya tidak menjadi penghalang bagi DPR untuk segera 
mengesahkan RUU tersebut. Presiden perlu memberikan dorongan 
pada DPR agar mempercepat pembahasan RUU tersebut. 

Belum adanya payung hukum yang memadai untuk mencegah dan 
melindungi korban kekerasan seksual membuat RUU PKS menjadi 
sangat penting untuk segera disahkan. Dalam RUU PKS, kekerasan 
seksual didefinisikan secara lebih komprehensif. RUU PKS menaungi 
jenis-jenis kekerasan yang tidak didefinisikan dalam perangkat 
hukum yang tersedia saat ini. Misalnya, dalam RUU PKS terdapat 
pasal mengenai pelecehan seksual yang tidak disebutkan dalam UU 
lain. Pasal mengenai pelecehan seksual tersebut dapat melindungi 
korban KGBO yang terus meningkat, sebab dalam pasal tersebut 
pelecehan seksual dikategorikan menjadi pelecehan fisik dan non-
fisik. KGBO tergolong dalam pelecehan non-fisik. Selain itu, RUU 
PKS juga memerhatikan aspek pencegahan hingga penanganan 
dan pemulihan korban kekerasan. Dengan demikian, RUU ini juga 
mengutamakan perspektif korban yang selama ini justru dipojokkan 
akibat peraturan yang tidak mengatur KTP secara spesifik dan 
rendahnya perspektif gender penegak hukum. 

Beberapa contoh pasal-pasal dalam RUU PKS yang dapat mendorong 
perbaikan payung hukum korban kekerasan seksual misalnya, Pasal 
44 ayat 2 yang menyebutkan bahwa surat keterangan psikolog 
dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya tindak kekerasan seksual. 
Hal tersebut mampu menjadi jawaban atas kendala pengumpulan 
bukti kekerasan seksual yang ada di kepolisian selama ini. 

Sementara, Pasal 80 di RUU PKS menyebutkan bahwa pemerintah 
wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat 
penegak hukum, petugas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan 
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Pendamping Korban. Pendidikan dan pelatihan tersebut dapat 
dijadikan sarana untuk mendorong aparat agar mereka tidak 
melakukan judicial stereotyping. Pasal 17 RUU PKS mendeskripsikan 
mengenai larangan pemaksaan perkawinan. Pasal tersebut dapat 
digunakan untuk melindungi anak dari perkawinan anak yang juga 
kian meningkat jumlahnya. Banyak perkawinan anak yang dilakukan 
bukan atas kehendak anak, namun karena adanya paksaan dari pihak 
lain. 

Beberapa hal di atas menunjukkan pentingya pengesahan RUU PKS 
sesegera mungkin. Pemerintah dan DPR harus memperjuangkan 
nasib korban kekerasan seksual dan berhenti memperdebatkan hal-
hal yang bukan menjadi tujuan utama RUU tersebut. Nasib korban 
kekerasan seksual jauh lebih penting untuk mendapat perhatian dari 
pemerintah. Pendidikan kesetaraan gender dan pendidikan seks 
juga sangat penting untuk ditanamkan pada anak-anak dan remaja 
dari lingkungan terdekat, seperti keluarga dan sekolah, agar mereka 
memahami kesetaraan gender dan waspada pada tindak kekerasan 
seksual sejak dini.

- Nisaaul Muthiah -

DPR harus segera 
mengesahkan RUU 
PKS karena korban 
kekerasan seksual 
belum memiliki 
perlindungan hukum 
yang komprehensif. 
Selain itu, pencegahan 
kekerasan seksual 
juga perlu terus 
dilakukan dengan 
mengoptimalkan 
pendidikan kesetaraan 
gender dan pendidikan 
seks bagi anak-anak 
maupun remaja 
sejak dini dan dari 
lingkungan terdekat.

Sosial
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Profil Institusi

The Indonesian Institute (TII)    adalah lembaga penelitian 
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi 
didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan 
intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang 
independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya 
berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan 
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia.

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. 
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan 
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misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi 
melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi 
publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa 
Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), 
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan 
(Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian 
Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

Profil Institusi
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII  memiliki  fokus  penelitian di  bidang  ekonomi  pada  isu  kebijakan  
moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan 
berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip 
kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank 
Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik 
inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada 
pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah 
maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus 
penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan 
infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII 
juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan 
pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam 
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan 
untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga 
donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII 
tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek 
Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

 

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus 
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

Program Riset



Update Indonesia — Volume XV, No.3 – Maret 2021 56

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif 
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah 
naskah akademik yang  berkualitas. Hal ini penting untuk 
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, 
dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah 
akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, 
terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan 
peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah 
atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik 
dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, 
dapat diminimalisir sesegera mungkin. 

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, 
antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan 
naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative 
drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII 
juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas 
permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan 
Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi 
Politik. 

 RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai 
regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia 
mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam 
babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi 
Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah 
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga 
dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan 
publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah 
untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. 
Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor 
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi 
masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses 
kebijakan.

Program Riset
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Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang 
politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi 
masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan 
kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada 
khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government 
pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam 
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan 
informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan 
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang 
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: 
(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan 
terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang 
dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya 
perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, 
kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan 
rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah 
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan 
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu 
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, 
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan 
lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh 
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

Program Riset
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Survei Bidang Politik

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII 
adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang 
mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun 
pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah 
proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi 
dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah 
satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, 
mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil 
Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama 
menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih 
kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data 
empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat 
Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan 
pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu 
mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat 
di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling 
efektif untuk kampanye.
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Evaluasi Kegiatan

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan 
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan 
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau 
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan 
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan 
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir 
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di 
akhir periode proyek atau program.
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan utama 
pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta 
konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal  The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
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Fasilitasi dan Advokasi

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul  baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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